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MOTTO: 
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BAB I 

A. Latar Belakang Masalah 

Republik Indonesia secara tegas menempatkan dirinya sebagai negara hukum 

(rechstsstaat) bukan negara kekuasaan (machstaat), hal ini sebagaimana tercantum dalam 

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Penegasan yuridis-konstitusional tersebut merupakan warisan berharga dari para founding 

fathers Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui penyadaran bagaimana 

pentingnya supremasi hukum dalam kehidupan bernegara. Penetapan Republik Indonesia 

ini sebagai negara hukum juga sejalan dengan pandangan sosiologis yang menyatakan 

bahwa berbagai golongan masyarakat Indonesia sejak awal bersepakat untuk 

menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara1. 

Era modernisasi dalam berkehidupan bermasyarakat saat ini, banyak bermunculan 

berbagai bentuk tindak kejahatan di tengah masyarakat. Penyelesaian terhadap tindak 

kejahatan tersebut umumnya dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan. Harapan 

masyakakat akan jalur litigasi tersebut akan tercapainya keadilan yang bersifat konseptual 

dan teoritis, namun secara realitas menunjukkan bahwa penyelesaian melalui pengadilan 

sering kali menimbulkan persoalan baru karena sifatnya yang cenderung menghasilkan 

putusan win-lose solution. Pola penyelesaian semacam ini kerap melahirkan rasa kecewa, 

ketidakpuasan, bahkan dendam di kalangan pihak yang kalah, sehingga berpotensi 

melahirkan konflik lanjutan dalam masyarakat akibat tindak kejahatan tersebut2. 

Sistem litigasi saat ini masih memiliki kelemahan yang menjadi salah satu tantangan 

terbesar dalam penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Hal tersebut 

sebagaimana dikemukakan oleh Joni Emirzon bahwa penyelesaian sengketa melalui 

pengadilan tidak jarang meninggalkan problem baru, sehingga diperlukan alternatif 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lebih menekankan pada keadilan 

restoratif3. Pandangan Joni Emirzon tersebut relevan 

 

1 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
2 Daniel S. Lev, HukumdanPolitikdiIndonesia:KesinambungandanPerubahan, (Jakarta: LP3ES, 1990)



1995) 

5 

 

 

 

dengan kondisi hukum nasional Indonesia yang hingga saat ini masih dalam proses 

pembaharuan agar ideal, baik dari aspek substansi hukum, struktur hukum, maupun kultur 

hukum3. 

Pembaharuan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diposisikan 

sebagai landasan untuk sistem hukum pidana di Indonesia. Melalui pembaharuan tersebut 

diharapkan lahir paradigma baru, yang dapat mengubah cara pandang masyarakat 

terhadap tindak pidana serta dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap hukum di 

Indonesia4. Salah satu pendekatan yang berkembang dalam pembaharuan hukum pidana 

tersebut adalah konsep restorative justice atau keadilan restoratif. 

Paradigma restorative justice di Indonesia saat ini masih tergolong baru dalam sistem 

hukum pidana. Konsep keadilan restoratif ini menawarkan mekanisme penyelesaian 

perkara di luar peradilan formal dengan tetap mengedepankan nilai- nilai Pancasila, 

khususnya prinsip musyawarah yang adil dan beradab guna mencapai keadilan bagi 

seluruh rakyat Indonesia5. Dalam perspektif filsafat hukum, hukum dibentuk oleh manusia 

tidak lain, hanya untuk mewujudkan keadilan. Akan tetapi, dalam praktiknya di lapangan, 

hukum tidak selalu identik dengan keadilan, bahkan sering kali keadilan terpinggirkan 

oleh kepastian hukum. 

Dalam perkembangan pemikiran para ahli hukum pidana, konsep keadilan terus 

mengalami transformasi. Sejak tahun 1977, Albert Eglash dan Howard Zehr 

memperkenalkan keadilan restoratif sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana yang 

selama ini lebih menekankan pada retributive justice (keadilan retributif) dan distributive 

justice (keadilan distributif)7. Sistem peradilan pidana tradisional di 

 

 

3 Satjipto Rahardjo, HukumdanMasyarakat, (Bandung: Angkasa, 1980) 

4 Roeslan Saleh, PembaharuanHukumPidanadiIndonesia, (Jakarta: Aksara Baru, 

1983) 

5 Muladi, KapitaSelektaSistemPeradilanPidana, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 
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masyarakat, memiliki dampak mengenyampingkan kepentingan korban, padahal 

korbanlah yang sesungguhnya mengalami kerugian akibat kejahatan. Kehadiran 

restorative justice adalah untuk menyeimbangkan kepentingan korban dan pelaku dengan 

upaya memberikan ruang dialog, mediasi, dan pemulihan, sehingga diharapkan para pihak 

dapat merasakan kepuasan dalam penyelesaian perkara pidana6. 

Di Indonesia, salah satu bentuk tindak pidana yang sering menimbulkan dampak serius 

adalah tindak pidana di sektor perbankan. Perbankan dikenal sebagai lembaga intermediasi 

antara pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak yang 

membutuhkan dana (lack of funds). Fungsi utama sebagai financial intermediary adalah 

untuk menjadikan kepercayaan masyarakat sebagai aset yang sangat fundamental bagi 

keberlangsungan industri perbankan7. Salah satu tindak pidana yang kerap terjadi pada 

sektor perbankan adalah penggelapan dana nasabah. Kejahatan ini tidak hanya 

menimbulkan kerugian materi bagi nasabah, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan 

publik terhadap lembaga perbankan tersebut 8 . Pendekatan hukum yang selama ini 

digunakan untuk tindakan penggelapan dana cenderung represif, yakni dengan 

menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku. Pola tersebut kurang memperhatikan aspek 

pemulihan kerugian korban maupun pemulihan kepercayaan terhadap sistem perbankan9. 

 

Dalam konteks ini, pendekatan restorative justice dapat dijadikan alternatif yang lebih 

humanis dan berorientasi pada pemulihan. Mekanisme penyelesaian 

 

 

6 Albert Eglash, “Beyond Restitution: Creative Restitution,” dalam Criminology, Vol. 

6, No. 2 (1977) 

7 Kasmir, Dasar-DasarPerbankan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014) 

8 Sutan Remy Sjahdeini, KejahatanPerbankandanPencegahannya, (Jakarta: Pustaka 

Utama Grafiti, 1993) 

9 Muladi, KapitaSelektaSistemPeradilanPidana, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 
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perkara ini menekankan kepada dialog dan mediasi antara pelaku, korban, serta institusi 

terkait untuk mencapai kesepakatan. Bentuk kesepakatan tersebut dapat meliputi 

pengembalian dana nasabah, permintaan maaf secara terbuka, hingga langkah-langkah 

untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan10. 

Contoh nyata penerapan restorative justice di sektor perbankan pernah terjadi pada salah 

satu bank daerah di Indonesia, di mana seorang pegawai melakukan penggelapan dana 

nasabah melalui manipulasi data transaksi. Setelah kasus tersebut terungkap, penyelesaian 

dilakukan dengan melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Penyelesaian tindak pidana penggelapan dana tersebut melalui pendekatan restorative 

justice, pegawai tersebut diminta mengembalikan dana, menyampaikan permintaan maaf, 

serta dilakukan evaluasi internal pada sistem pengawasan. Praktik ini menunjukkan 

bahwa restorative justice dapat menjadi alternatif solusi yang tidak hanya menghukum 

pelaku, tetapi juga memulihkan kepercayaan korban dan menjaga stabilitas sistem 

perbankan. 

Pada tahun 2023, masyarakat Indonesia, khususnya Propinsi NTB dikejutkan oleh kasus 

dugaan penggelapan dana nasabah Bank NTB Syariah yang dilakukan oleh slah satu 

pegawai bagian penyelia pelayanan nontunai. Pegawai tersebut diduga menggelapkan 

dana nasabah dengan total mencapai Rp 11 Miliar melalui manipulasi transaksi keuangan 

dari ratusan rekening nasabah sejak tahun 2012 hingga 201911. Kasus ini semakin 

kompleks karena setelah terbongkar, pegawai tersebut mengalami gangguan kesehatan 

berupa amnesia, yang dikuatkan dengan surat keterangan medis serta penetapan 

pengadilan yang menyatakan dirinya berada dalam pengampuan (curatele). Penasihat 

hukum pegawai tersebut menyatakan kesediaan untuk bersikap kooperatif dalam proses 

hukum yang berjalan12. 

 

 

10 Marlina, PeradilanPidanaAnakdiIndonesia:PengembanganKonsepDiversidan 

RestorativeJustice, (Bandung: Refika Aditama, 2010) 

11 “Kasus Penggelapan Dana Rp11 Miliar di Bank NTB Syariah,” Kompas.com, 15 Mei 

2023 

12 Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 12/Pdt.P/2023/PN.Mtr tentang 
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Dalam perspektif hukum pidana, kasus yang terjadi di Bank NTB Syariah ini seharusnya 

diproses melalui mekanisme litigasi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perbankan, serta ketentuan tindak pidana 

korupsi apabila terbukti ada penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian 

keuangan negara. Namun, kondisi kesehatan pelaku yang mengalami amnesia sehingga 

menimbulkan tantangan dalam proses penegakan hukum, karena menyangkut aspek 

pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility)13 

Pendekatan restorative justice dapat dijadikan alternatif penyelesaian kasus yang terjadi 

di Bank NTB Syariah yang lebih humanis dengan tetap mengutamakan kepentingan 

korban. Pendekatan ini menekankan pemulihan kerugian nasabah serta pemulihan 

kepercayaan publik terhadap institusi perbankan, tanpa semata-mata berfokus pada 

pemidanaan pelaku. Melalui mekanisme mediasi penal, para pihak, yakni korban, pelaku 

(melalui kuasa hukumnya), dan institusi bank dapat duduk bersama mencari solusi yang 

adil, seperti pengembalian dana, pemberian kompensasi, permintaan maaf, serta langkah-

langkah institusional untuk memperbaiki sistem pengawasan perbankan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penggelapan dana 

nasabah di sektor perbankan merupakan bentuk kejahatan yang tidak hanya merugikan 

korban secara materi, tetapi juga mengancam stabilitas dan kepercayaan publik terhadap 

lembaga perbankan sebagai institusi keuangan. Model penegakan hukum yang bersifat 

represif melalui jalur litigasi sering kali belum mampu memberikan solusi yang 

komprehensif karena hanya berfokus pada pemidanaan pelaku. 

Dalam kasus penggelapan dana nasabah Bank NTB Syariah, pendekatan restorative 

justice menunjukkan relevansi yang tinggi, terutama dengan mempertimbangkan kondisi 

kesehatan pelaku sekaligus kebutuhan mendesak untuk memulihkan kerugian korban dan 

menjaga kepercayaan publik terhadap perbankan. 

 

Penetapan Pengampuan 

13 Andi Hamzah, Asas-AsasHukumPidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) 
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Oleh karena itu, penerapan restorative justice dapat menjadi jalan tengah yang lebih 

humanis, berkeadilan, dan sejalan dengan cita-cita pembaharuan hukum pidana nasional 

yang berfokus dengan mengedepankan keadilan substantif, pemulihan, dan 

keberlangsungan harmoni sosial. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah 

penelitian yang berjudul Restorative Justice Sebagai Alernatif Penyelesaian Kasus 

Penggelapan Dana Nasabah pada Sektor Perbankan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana konsep restorative justice dalam tindak pidana penggelapan 

dana nasabah di sektor perbankan? 

2. Bagaimana model restorative justice dapat diadaptasi untuk 

meningkatkan pemulihan kerugian dan kepercayaan nasabah dalam 

kasus penggelapan dana nasabah di perbankan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis konsep restorative justice dalam penyelesaian kasus 

penggelapan dana nasabah di sektor perbankan. 

2. Mengidentifikasi faktor yang dapat mendukung implementasi restorative 

justice dalam pemulihan kerugian nasabah dan peningkatan kepercayaan 

terhadap perbankan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dan kontribusi baik secara teoritis dan praktis, 

dengan penjelasan sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, penulis berharap tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

semua pengembang ilmu pengetahuan dalam bidang hukum 
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pidana dalam memahami tentang penerapan restorative justice. Secara rinci manfaat 

teoritis, penulis menguraikan sebagai berikut 

a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, 

khususnya mengenai alternatif penyelesaian sengketa berbasis 

restorative justice. 

b. Menjadi bahan rujukan bagi akademisi dan peneliti dalam mengkaji 

pendekatan keadilan restoratif pada tindak pidana ekonomi, 

khususnya di sektor perbankan. 

c. Memperkaya kajian literatur mengenai batasan, peluang, dan 

tantangan penerapan restorative justice dalam sistem hukum di 

Indonesia. 

 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis secara umum adalah sebagai salah satu bentuk referensi dan masukan bagi 

masyarakat, akademisi, praktisi, pelaku perbankan, dan pihak-pihak lain, tentang 

penerapan restorative justice, secara rinci manfaat praktis adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan masukan bagi aparat penegak hukum (jaksa, hakim, 

polisi) dalam mempertimbangkan pendekatan restorative justice 

untuk kasus-kasus penggelapan dana nasabah dengan kriteria 

tertentu. 

b. Menjadi referensi bagi institusi perbankan dalam merumuskan 

kebijakan internal terkait pencegahan dan penyelesaian kasus 

penggelapan dana secara non-litigatif. 

c. Membantu korban (nasabah) dan pelaku mendapatkan alternatif 

penyelesaian yang lebih cepat, adil, dan berorientasi pada pemulihan 

kerugian. 

d. Menjadi dasar pertimbangan bagi pembuat kebijakan 

(legislatif/eksekutif) dalam menyusun regulasi yang mendukung 

penerapan keadilan restoratif untuk tindak pidana perbankan. 
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E. Orsinilitas Penelitian 

Penelitian berjudul “Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus 

Penggelapan Dana Nasabah Pada Sektor Perbankan” memiliki orisinalitas yang 

terletak pada pendekatan analisis, dan kontribusi pemikirannya terhadap 

pengembangan hukum pidana di Indonesia. Sejauh penelusuran terhadap penelitian-

penelitian terdahulu, kajian mengenai restorative justice lebih banyak diarahkan 

pada perkara pidana anak, tindak pidana ringan, maupun konflik sosial di 

masyarakat. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan 

restorative justice dalam kasus penggelapan dana nasabah di sektor perbankan 

masih sangat terbatas, bahkan hampir tidak ditemukan secara mendalam dalam 

literatur hukum pidana di Indonesia. 

Kebaruan lain dari penelitian ini adalah pada aspek objek kajian, yakni tindak pidana 

perbankan yang selama ini lebih sering ditangani melalui pendekatan represif dengan 

orientasi pada penghukuman pelaku. Padahal penulis memahami bahwa perbankan 

merupakan institusi yang berbasis kepercayaan publik sehingga pemulihan terhadap 

korban dan institusi perbankan sama pentingnya dengan pemidanaan. Dengan demikian, 

penulis menawarkan perspektif baru bahwa restorative justice penelitian ini bukan hanya 

dapat diterapkan pada kasus pidana umum, tetapi juga relevan untuk sektor keuangan dan 

perbankan yang sensitif terhadap isu kepercayaan masyarakat. 

Selain itu, penelitian ini mengisi kekosongan akademik dalam pengembangan pemikiran 

normatif dan aplikatif terkait penerapan restorative justice dalam tindak pidana 

perbankan. Penelitian ini mengkaji kemungkinan penerapan restorative justice dengan 

memperhatikan landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis, serta menelaah kesesuaiannya 

dengan prinsip-prinsip hukum pidana nasional. Dengan demikian, hasil penelitian ini 

penulis mengharapkan tidak hanya berkontribusi pada pengayaan teori hukum pidana, 

tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi aparat penegak hukum, Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK), serta lembaga perbankan dalam membangun mekanisme penyelesaian 

perkara yang lebih humanis, berkeadilan, dan memulihkan. 
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Penegasan tentang orisinalitas penelitian ini dan dimaksudkan untuk menghindari 

pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dan fokus kajian yang sama, maka 

penulis melakukan penelusuran dari beberapa literatur yang relevan, yaitu sebagai berikut 

: 

1. Sulistyo, E. (2021), judul penelitian Restorative Justice dalam Tindak 

Pidana Penggelapan: Studi Kasus di Indonesia, fokus penelitian ini 

adalah penerapan restorative justice pada kasus penggelapan umum 

(non-perbankan). Metode penelitian adalah penelitian kualitatif dengan 

studi kasus, temuan penelitian ini adalah restorative justice dapat 

mempercepat penyelesaian dan memberikan rasa keadilan pada korban, 

sedangkan kelemahan penelitian ini adalah tidak spesifik membahas 

penggelapan di sektor perbankan’ 

2. Prasetyo, A. (2022), judul penelitian Tantangan Hukum Penerapan 

Restorative Justice dalam Tindak Pidana Perbankan, fokus penelitian ini 

adalah analisis yuridis tentang kendala hukum restorative justice di 

sektor perbankan. Metode penelitian adalah penelitian Normatif, temuan 

penelitian ini banyak batasan normatif untuk menerapkan restorative 

justice di sektor keuangan, sedangkan kelemahan penelitian ini adalah 

tidak memberikan model atau solusi penerapan RJ dalam praktik. 

3. Yuliana, R. (2023), judul penelitian Peluang dan Risiko Restorative 

Justice dalam Penanganan Kejahatan Ekonomi, fokus penelitian ini 

adalah studi peluang penerapan restorative justice pada tindak pidana 

ekonomi secara umum. Metode peelitian adalah penelitian kualitatif 

deskriptif. Temuan penelitian ini adalah restorative justice berpotensi 

digunakan secara terbatas dengan syarat tertentu, sedangkan sedangkan 

kelemahan penelitian ini adalahtidak fokus pada kasus penggelapan 

dana nasabah. 

4. Penelitian ini (2025), judul penelitian Restorative Justice sebagai 

Alternatif Penyelesaian Kasus Penggelapan Dana Nasabah di Sektor 

Perbankan. Fokus penelitian, yaitu pada kajian potensi penerapan 

restorative justice untuk kasus penggelapan dana oleh oknum pegawai 
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Bank. Metode yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif- normatif yang 

berfokus dengan mengkaji potensi, tantangan, dan model penerapan restorative justice 

untuk kasus spesifik pada Bank Banten. 

 

F. Kerangka Teori 

Kerangka teori penelitian yang berjudul Restorative Justice Sebagai Alternatif 

Penyelesaian Kasus Penggelapan Dana Nasabah Pada Sektor Perbankan adalah 

sebagai berikut 

1. Teori Pembuktian Hukum 

Teori pembuktian ini merupakan aspek fundamental dalam hukum acara pidana karena 

menentukan bagaimana kebenaran materiil atas suatu tindak pidana dapat terungkap 

melalui proses persidangan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, teori pembuktian 

berakar pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang 

menganut sistem negatief wettelijk stelsel, yaitu perpaduan antara penggunaan alat bukti 

yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim sebagai penentu akhir14. 

Sistem tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara 

kepastian hukum dan keadilan substantif, sehingga suatu putusan tidak hanya bersandar 

pada formalitas yuridis, tetapi juga mempertimbangkan keyakinan moral dan rasional 

hakim. Dalam konteks tindak pidana penggelapan dana nasabah pada sektor perbankan, 

teori pembuktian menjadi instrumen penting untuk mengkualifikasikan tindakan pelaku 

apakah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-

undang. Namun demikian, pendekatan yang terlalu legalistik dan berorientasi pada 

pembuktian formil sering kali menempatkan proses peradilan semata-mata sebagai sarana 

penghukuman (punitive justice), sementara kepentingan korban, seperti 

 

 

 

14 Andi Hamzah, HukumAcaraPidanaIndonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) 
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pemulihan kerugian finansial maupun pemulihan rasa percaya terhadap lembaga 

perbankan, kerap terabaikan. 

Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan teori pembuktian tidak hanya sebagai fondasi 

normatif dalam menilai tindak pidana penggelapan, melainkan juga sebagai titik tolak 

untuk mengidentifikasi keterbatasan pendekatan litigasi, yang pada gilirannya 

menegaskan urgensi mekanisme alternatif berupa restorative justice sebagai model 

penyelesaian yang lebih komprehensif, humanis, dan berorientasi pada pemulihan. 

 

2. Teori Kepatuhan Hukum 

Teori kepatuhan hukum menekankan pentingnya keterikatan individu maupun institusi 

terhadap norma hukum yang berlaku sebagai instrumen pengendali sosial dan penjamin 

ketertiban masyarakat. Kepatuhan terhadap hukum dapat timbul karena beberapa faktor: 

pertama, adanya kesadaran hukum yang lahir dari pemahaman bahwa hukum dibentuk 

untuk melindungi kepentingan bersama; kedua, adanya faktor instrumental berupa 

ancaman sanksi yang mendorong individu maupun institusi untuk menyesuaikan 

tindakannya; dan ketiga, adanya legitimasi terhadap otoritas pembentuk hukum yang 

membuat masyarakat merasa berkewajiban untuk tunduk15. 

Dalam konteks tindak pidana perbankan, khususnya penggelapan dana nasabah, teori 

kepatuhan hukum relevan untuk menganalisis mengapa pelaku menyimpang dari aturan 

yang mengikat profesinya serta bagaimana institusi perbankan dapat membangun sistem 

pengendalian internal untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa. Lebih lanjut, dalam 

perspektif restorative justice, kepatuhan hukum tidak hanya dimaknai sebatas ketundukan 

terhadap norma pidana, tetapi juga keterikatan moral pelaku untuk bertanggung jawab 

dan memulihkan kerugian korban. Dengan 

 

15 Soerjono Soekanto, Faktor-FaktoryangMempengaruhiPenegakanHukum, 

(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013) 



16 

 

 

 

demikian, teori kepatuhan hukum memberi dasar teoretis bagi penelitian ini dalam 

melihat hubungan antara norma hukum, perilaku pelaku, serta efektivitas pendekatan 

alternatif yang menekankan tanggung jawab dan pemulihan. 

 

3. Teori Penyelesaian Sengketa 

Teori penyelesaian sengketa pada dasarnya mempelajari berbagai mekanisme yang dapat 

digunakan untuk mengatasi konflik, baik melalui jalur litigasi (peradilan) maupun non-

litigasi (alternatif penyelesaian sengketa). Dalam paradigma tradisional, sengketa pidana 

diselesaikan secara represif melalui mekanisme peradilan yang menekankan 

penghukuman terhadap pelaku. Namun, teori penyelesaian sengketa berkembang dengan 

memberikan ruang bagi pendekatan alternatif, seperti mediasi, negosiasi, dan restorative 

justice, yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial, dialog antar pihak, serta 

penyelesaian yang saling menguntungkan18. 

Menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para 

pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak 

dalam perjanjian tersebut16. Sedangkan menurut Takdir Rahmadi, sengketa adalah situasi 

dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat factual 

maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja17. 

 

18 Joni Emirzon, AlternatifPenyelesaianSengketadiLuarPengadilan, (Jakarta: 

Gramedia, 2001) 

Sengketa yang timbul antara para pihak harus diselesaikan agar tidak menimbulkan 

perselisihan yang berkepanjangan dan agar memberikan 

 

16 Nurnaningsih Amriani. MediasiAlternatifPenyelesaianSengketaPerdatadi 

Pengadilan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012) 

17  Takdir Rahmadi. MediasiPenyelesaianSengketaMelaluiPendekatanMufakat, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017) 
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Masalah Penggelapan Dana Nasabah 

Sistem Pidana Konvensional (Litigasi) 

Keadilan Formal Tidak Memulihkan Kerugian 

Korban 

keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Secara garis besar bentuk penyelesaian 

sengketa dapat dilakukan melalui dua cara yaitu jalur litigasi maupun jalur non-litigasi. 

Dalam kasus penggelapan dana nasabah pada sektor perbankan, penyelesaian sengketa 

tidak hanya menyangkut hubungan antara pelaku dan negara, tetapi juga melibatkan 

korban (nasabah) dan lembaga perbankan sebagai pihak yang dirugikan baik secara 

materiil maupun non materiil. Oleh karena itu, teori penyelesaian sengketa menjadi 

relevan sebagai landasan konseptual penelitian ini dalam memahami posisi restorative 

justice sebagai alternatif penyelesaian yang lebih menekankan pemulihan kerugian dan 

kepercayaan, dibandingkan dengan sekadar penghukuman pelaku melalui jalur litigasi. 

 

G. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis, 

metodologis, dan konsisten. Sistematis artinya penelitian dilakukan berdasarkan suatu 

sistem. Metodologis artinya sesuai dengan metode tertentu atau cara tertentu. Konsisten 

artinya tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu21. Dalam 

penelitian ini, prosedur, tata cara, atau langkah-langkah ilmiah yang digunakan untuk 

dapat memperoleh data sebagai pemenuhan tujuan penelitian adalah sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Soejono Soekanto, PengantarIlmuHukum,(Jakarta: UI Press,2010) 
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Kebutuhan akan Pendekatan 

Alternatif 

 

 

Pendekatan Restorative Justice 

 

 

 

Aplikasi pada Studi Kasus 

Perbankan 

 

 

Evaluasi dan Rekomendasi Model 

Penyelesaian 

 

 

 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang 

mengkaji hukum sebagai suatu fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam 

masyarakat
22

. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat 

norma tertulis yang berlaku secara formal (law in the book), tetapi juga dilihat dari 

bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dalam praktik nyata (law in action). 

Penelitian hukum empiris memerlukan data dari lapangan yang dikumpulkan melalui 

interaksi langsung dengan subjek penelitian, seperti wawancara atau observasi. 

Pendekatan hukum empiris menjadi relevan karena penelitian ini berfokus pada 

penerapan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam penyelesaian perkara 

pidana penggelapan dana nasabah yang terjadi di lingkungan Perbankan. Dengan 

pendekatan ini, peneliti berusaha menggali 
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22 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2013) 

lebih dalam bagaimana aparat penegak hukum, pihak bank, korban 
(nasabah), dan pelaku memandang serta menjalankan penyelesaian perkara di luar jalur 

litigasi formal, serta kendala-kendala yang mereka hadapi dalam praktiknya18. 

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena bertujuan untuk 

memahami makna, persepsi, dan dinamika sosial yang melatarbelakangi proses 

penyelesaian perkara. Pendekatan kualitatif menekankan pada interpretasi mendalam 

terhadap informasi yang dikumpulkan melalui wawancara, dokumen, serta praktik hukum 

di lapangan, dengan mempertimbangkan angka atau statistik19. Pendekatan ini juga cocok 

untuk mengeksplorasi fenomena hukum yang belum banyak diteliti atau bersifat baru 

dalam implementasinya, seperti penerapan restorative justice dalam sektor perbankan. 

Dengan demikian, kombinasi antara jenis penelitian hukum empiris dan pendekatan 

kualitatif dipilih untuk menjawab rumusan masalah secara menyeluruh, sekaligus 

menggambarkan secara utuh realitas penerapan restorative justice sebagai alternatif 

penyelesaian perkara penggelapan dana nasabah oleh oknum pegawai bank. 

 

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari dua jenis utama, yaitu data primer 

dan data sekunder. Penggunaan kedua jenis data ini bertujuan untuk memperoleh 

gambaran yang utuh mengenai praktik dan potensi penerapan keadilan restoratif dalam 

kasus penggelapan dana nasabah oleh oknum pegawai Bank 

 

 

18 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

1990) 

19 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012) 
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• Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

pertama di lapangan, yakni melalui wawancara dengan pihak-pihak 

yang terlibat atau memahami proses penyelesaian perkara tersebut. 

Informan utama dalam penelitian ini meliputi pejabat internal Bank, 

penyidik kepolisian, jaksa yang menangani perkara, serta (jika 

dimungkinkan) korban nasabah dan pelaku tindak pidana. Informasi 

dari mereka sangat penting untuk mengetahui bagaimana pendekatan 

restorative justice diterapkan (atau belum diterapkan), serta apa saja 

hambatan dan peluangnya dalam konteks lembaga perbankan20. 

• Bahan hukum sekunder: terdiri atas literatur, jurnal ilmiah, hasil 

penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum yang relevan 

dengan isu keadilan restoratif, tindak pidana penggelapan, dan hukum 

perbankan. 

• Bahan hukum tersier: berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, 

atau sumber referensi lain yang mendukung pemahaman konseptual 

penelitian. 

Pemilahan antara data primer dan sekunder dilakukan untuk memastikan keabsahan 

informasi yang diperoleh. Data primer memberikan fakta empiris dari praktik di lapangan, 

sedangkan data sekunder memberikan dasar teori dan norma hukum yang relevan. 

Kombinasi keduanya menjadi landasan yang kuat dalam menganalisis kemungkinan 

penerapan restorative justice pada kasus yang diteliti. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggabungkan 

metode lapangan dan studi pustaka guna mendapatkan data yang relevan, valid, dan 

komprehensif. Metode ini dipilih untuk menggali baik aspek normatif maupun praktik 

empiris dalam penerapan keadilan restoratif pada kasus penggelapan dana nasabah. 

 

20 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2006) 
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Pertama, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam (in-depth interview). 

Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber yang berkompeten dan 

berkaitan dengan kasus yang diteliti. Narasumber tersebut meliputi pejabat atau pegawai 

dari Bank, penyidik dari kepolisian, jaksa dari Kejaksaan Negeri, dan jika memungkinkan, 

pihak korban (nasabah) serta pelaku tindak pidana. Wawancara dilakukan secara 

semiterstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan terbuka agar informasi yang 

diperoleh bersifat fleksibel dan mendalam21. Tujuannya adalah untuk mendapatkan 

pemahaman mengenai proses penyelesaian kasus, pertimbangan penggunaan pendekatan 

restorative justice, serta hambatan dan peluangnya. Kedua, digunakan teknik studi pustaka 

(library research) untuk menelaah teori-teori hukum, konsep restorative justice, serta 

regulasi yang mengatur baik tindak pidana perbankan maupun mekanisme penyelesaian 

di luar pengadilan. Studi pustaka ini mencakup analisis terhadap peraturan perundang-

undangan seperti KUHP, UU Perbankan, dan Peraturan Kapolri serta Peraturan Jaksa 

Agung terkait restorative justice, serta bahan-bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku 

teks, dan dokumen akademik22. Ketiga, peneliti juga melakukan dokumentasi, yaitu 

pengumpulan dokumen tertulis yang relevan dengan penelitian. Dokumen tersebut dapat 

berupa salinan berkas perkara, berita acara pemeriksaan, dokumen internal bank, atau 

rekaman mediasi (jika tersedia). Teknik ini berfungsi untuk memvalidasi hasil wawancara 

serta memperkaya data penelitian dengan bukti-bukti tertulis yang otentik23. 

Gabungan dari ketiga teknik pengumpulan data ini diharapkan dapat 
memberikan gambaran yang menyeluruh dan akurat terkait bagaimana 
 

 

 

 

21 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012) 

22 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017) 

23 Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik, (Depok: 

Rajawali Pers, 2018) 
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pendekatan restorative justice dapat (atau telah) diterapkan dalam penyelesaian kasus 

penggelapan dana oleh pegawai bank. 

 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu 

metode yang digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta yang 

diperoleh dari lapangan, kemudian menghubungkannya dengan teori dan peraturan 

hukum yang relevan. Analisis ini dapat menggunakan data dalam bentuk angka, dan 

menekankan pada makna, interpretasi, dan pemahaman terhadap gejala sosial hukum 

yang diteliti24. 

Tahapan analisis dilakukan melalui tiga proses utama, yaitu: 
1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data merupakan proses awal dalam memilah dan menyaring data mentah yang 

telah dikumpulkan dari wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Dalam tahap ini, 

peneliti fokus pada data yang relevan dengan fokus penelitian, seperti bentuk 

penyelesaian yang ditempuh dalam kasus penggelapan dana, peran para pihak, serta 

kendala dan potensi dalam penerapan keadilan restoratif25. 

 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk naratif, kutipan, tabel, atau 

matriks sederhana agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian data ini membantu 

peneliti dalam melihat pola- pola hubungan antar konsep, serta membandingkan antara 

teori dan praktik yang ditemukan di lapangan26. 

 

 

 

24 Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012) 

25 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017) 

26 Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: UI Press, 1992) 
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3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan sementara yang kemudian diverifikasi 

kembali dengan mencocokkan data dari berbagai sumber (triangulasi). Dalam hal ini, 

peneliti menarik makna atau temuan dari proses analisis yang mengarah pada jawaban 

terhadap rumusan masalah serta menjawab tujuan penelitian27. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri dari empat bab beserta sub-bab pada masing-masing bab. 

Sistematika dan kerangka penulisan masing-masing bab dari tulisan ini adalah: 

Bab I: Pendahuluan. 

Bab ini berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, teori dan konsep yang akan digunakan untuk menganalisis penelitian, metode 

penelitian yang digunakan dan juga sistematika dan kerangka penulisan penelitian. Agar 

penelitian menjadi fokus dan terarah, maka batasan dari penelitian ini mengacu pada 

rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya. 

 

Bab II: Tinjauan Pustaka. 

Secara umum, bab ini berisi mengenai uraian dari teori dan konsep yang relevan dengan 

permasalahan penelitian. Teori dan konsep diperoleh melalui studi kepustakaan yang akan 

menjadi landasan teoritis dalam menganalisa permasalahan penelitian. 

 

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan. 

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan, dalam arti lain adalah analisis 

data. Data-data yang telah didapatkan sebelumnya akan dianalisis 
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27 Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik, (Depok: 

Rajawali Pers, 2018) 
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menggunakan teori yang telah dipaparkan pada Bab II. Pembahasan mengacu pada 

rumusan masalah yang telah disebutkan dalam Bab I. 

 

Bab IV: Penutup. 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan menyeluruh dari pembahasan masalah yang terdapat 

dalam bab sebelumnya. Selain itu juga memuat saran yang dianggap perlu oleh penulis 

terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penelitian. 
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BAB II KAJIAN TEORETIS INSTITUSI PENEGAK HUKUM DAN 

RESTORATIVE JUSTICE DALAM PEMBAHARUAN HUKUM 

ACARA PIDANA PADA SEKTOR PERBANKAN 

 

 

A. Institusi Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia 

Institusi penegak hukum di Indonesia merupakan pilar utama dalam sistem peradilan 

pidana. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan 

bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala penyelesaian 

permasalahan hukum, termasuk tindak pidana, harus melalui mekanisme hukum yang 

berlaku 28 . Institusi penegak hukum tersebut memiliki fungsi sentral dalam memastikan 

bahwa penegakan hukum tidak hanya menegakkan norma hukum positif, tetapi juga 

menjamin rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia. 

Criminal justice system merupakan istilah sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem 

peradilan pidana ini terdiri atas kepolisian; kejaksaan; pengadilan; dan lembaga 

pemasyarakatan29. Keempat institusi sebagai pelaksana sistem peradilan pidana ini 

saling berhubungan dalam suatu mekanisme terpadu, yang oleh Romli Atmasasmita 

disebut sebagai integrated criminal justice system, yakni suatu sistem yang bekerja 

secara harmonis untuk mencapai tujuan penegakan hukum pidana30. Setiap institusi 

dalam sistem peradilan pidana tersebut memiliki fungsi berbeda, namun tujuan 

akhirnya sama, yaitu menegakkan hukum dan memberikan keadilan. Peran dari 

kepolisian pada tahapan awal dalam sistem peradilan pidana, yaitu penyelidikan dan 

penyidikan. Fungsi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia31. Institusi kepolisian 

 

28 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
29 Muladi, KapitaSelektaSistemPeradilanPidana, (Semarang: Badan Penerbit 

UNDIP, 1995) 

30 Romli Atmasasmita, SistemPeradilanPidana:PerspektifEksistensialismedan 

Abolisionisme, (Jakarta: Bina Cipta, 1996) 
31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia 
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tidak hanya bertugas menemukan fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti, naum harus 

dapat memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan sesuai asas due process of 

law. Dalam konteks tindak pidana perbankan, kepolisian menjadi institusi pertama yang 

menerima laporan masyarakat dan atau korban terkait dugaan penggelapan dana nasabah. 

Setelah institusi kepolisian menjalankan fungsinya, maka kewenangan penanganan 

perkara dilimpahkan kepada institusi kejaksaan. Institusi kejaksaan adalah lembaga yang 

diberi kewenangan negara untuk melakukan penuntutan, kejaksaan memiliki posisi 

strategis dalam menentukan apakah suatu perkara layak diajukan ke pengadilan atau dapat 

diselesaikan melalui mekanisme alternatif32. Peran kejaksaan tersebut diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kewenangan lainnya dari institusi 

kejaksaan adalah dapat mengembangkan penyelesaian perkara melalui pendekatan 

restorative justice, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 

2020. 

Tahapan selanjutnya dalam criminal justice system adalah institusi pengadilan, yang 

merupakan lembaga yudikatif yang berfungsi memeriksa, mengadili, dan memutus suatu 

perkara pidana. Dalam konteks hukum acara pidana, hakim tidak hanya menjadi the 

mouth of the law, tetapi juga sebagai penggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup 

dalam masyarakat33. Putusan hakim pengadilan dalam perkara pidana memiliki implikasi 

besar, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, institusi ini 

menuntut hakim untuk tidak hanya berpegang pada teks hukum positif, tetapi juga pada 

prinsip keadilan substantif. 

Lembaga pemasyarakatan menempati posisi akhir dalam sistem peradilan pidana. Setelah 

adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dari lembaga yudikatif, lembaga 

pemasyarakatan bertanggung jawab dalam melaksanakan 

 

 

 

32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UndangUndang 

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 

33 Satjipto Rahardjo, IlmuHukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) 
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eksekusi pidana 34 . Fungsi lembaga pemasyarakatan ini tidak hanya sebatas menghukum 

pelaku, tetapi juga membina agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Dalam 

kerangka restorative justice, lembaga pemasyarakatan berperan penting dalam 

memastikan bahwa narapidana tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga memperoleh 

kesempatan untuk memperbaiki diri dan memulihkan hubungan sosial. 

Dalam konteks tindak pidana perbankan, institusi penegak hukum juga dapat melibatkan 

otoritas lain di luar criminal justice system, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank 

Indonesia (BI). OJK adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang bertugas 

mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyidik seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan 

dalam rangka melindungi kepentingan nasabah 35 . Sementara BI yang merupakan bank 

sentral Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk menjaga stabilitas sistem 

keuangan. Keterlibatan dua lembaga ini menjadi penting mengingat tindak pidana 

perbankan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada stabilitas keuangan 

nasional. 

Berdasarkan uraian di atas, bahwa seluruh institusi penegak hukum dalam sistem 

peradilan pidana Indonesia memiliki peran yang saling terkait dan saling mendukung, 

namun seringkali terlihat mekanisme yang dilakukuan institusi dalam sistem peradilan 

pidana tersebut masih bersifat retributif dan formalistik. Oleh karenanya sering kali tidak 

mampu menjawab kebutuhan korban, khususnya dalam kasus penggelapan dana nasabah. 

Peran institusi penegak hukum ke depan dituntut untuk tidak hanya menegakkan hukum 

secara represif, tetapi juga membuka ruang bagi penyelesaian alternatif melalui 

pendekatan restorative justice yang lebih berorientasi pada pemulihan. 

B. Pembaharuan  Hukum Acara Pidana dan Relevansinya bagi 

Sektor Perbankan 

Proses modernisasi sistem hukum nasional merupakan bagian dari pembaharuan hukum 

acara pidana di Indonesia. Hukum acara pidana yang saat ini 

 

34 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

35 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 
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berlaku di Indonesia masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) Tahun 1981, yang meskipun telah menjadi tonggak penting dalam penegakan 

hukum, namun sudah tidak sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas perkembangan 

kejahatan kontemporer di masyarakat, termasuk tindak pidana pada sektor perbankan. 

Oleh karena itu, pembaruan hukum acara pidana menjadi kebutuhan mendesak agar dapat 

menyesuaikan dengan prinsip keadilan, efisiensi, dan perlindungan hak asasi manusia36. 

Pembaharuan hukum acara pidana tersebut tidak hanya pada aspek prosedural, tetapi juga 

secara substansi agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan sistem 

keuangan. Dalam konteks sektor perbankan, banyak tindak pidana yang terjadi melibatkan 

modus-modus baru seperti penggelapan dana nasabah, pencucian uang, serta tindak pidana 

perbankan lainnya dengan memanfaatkan celah hukum acara. Oleh karena itu, 

pembaharuan hukum acara pidana harus mencakup mekanisme pembuktian yang lebih 

adaptif, perlindungan saksi dan korban, serta model penyelesaian perkara alternatif seperti 

restorative justice37. 

Restorative justice sebagai salah satu pendekatan yang diakomodasi dalam pembaharuan 

hukum acara pidana, relevan untuk dapat diterapkan pada sektor perbankan, khususnya 

pada kasus penggelapan dana nasabah. Hal ini dikarenakan pendekatan restorative justice 

mengutamakan pemulihan kerugian nasabah dan perbaikan hubungan antara pihak bank 

dengan nasabah, dibandingkan sematamata menekankan pada penghukuman pelaku. 

Dengan demikian, pembaruan hukum acara pidana dapat memberi ruang bagi paradigma 

baru penyelesaian perkara di sektor perbankan43. 

Relevansi pembaharuan hukum acara pidana bagi sektor perbankan juga terlihat dari 

kebutuhan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi digital. Seiring dengan 

transformasi digital perbankan, banyak bukti tindak pidana yang berbentuk electronic 

evidence. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

 

36 Lilik Mulyadi, HukumAcaraPidanaIndonesia:SuatuTinjauanTeoritis,Praktik, 

danPermasalahannya, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012) 

37 Andi Hamzah, Asas-AsasHukumPidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017) 
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(KUHAP) lama belum secara memadai mengatur hal ini, sehingga pembaruan hukum 

acara pidana harus memastikan validitas, legalitas, serta prosedur yang jelas terhadap alat 

bukti elektronik agar dapat diterima di pengadilan44. 

Pembaruan hukum acara pidana juga berimplikasi pada aparat penegak hukum yang 

menangani perkara perbankan. Pengetahuan khusus terkait sistem keuangan dan transaksi 

perbankan perlu ditingkatkan agar proses penyidikan dan pembuktian dapat berjalan 

dengan efektif. Di sinilah pentingnya integrasi antara hukum acara pidana dengan regulasi 

perbankan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian, sektor 

perbankan akan lebih terlindungi dari praktik penyalahgunaan dana yang merugikan 

masyarakat luas38. 

Selain itu, pembaharuan hukum acara pidana harus mengutamakan prinsip due process of 

law, sehingga hak-hak nasabah yang menjadi korban dapat terlindungi secara maksimal. 

Dalam kasus penggelapan dana nasabah, misalnya, nasabah tidak hanya berhak atas ganti 

rugi, tetapi juga berhak atas kepastian hukum yang cepat dan adil. Hal ini sejalan dengan 

prinsip perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan46. 

Dengan demikian pembaruan hukum acara pidana di Indonesia diharapkan mampu 

menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara, pelaku, dan korban dalam sektor 

perbankan. Mekanisme penyelesaian perkara yang lebih 

43 Muladi dan Barda Nawawi Arief, BungaRampaiHukumPidana, (Bandung: 

Alumni, 2010) 

44 Barda Nawawi Arief, MasalahPenegakanHukumdanKebijakanHukumPidana, 

(Jakarta: Kencana, 2014) 

modern, transparan, dan mengedepankan keadilan substantif akan memperkuat 

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan sekaligus mendukung stabilitas 

sistem keuangan nasional. Dengan demikian, pembaharuan hukum acara 

 

 

 

38 Satjipto Rahardjo, MembedahHukumProgresif, (Jakarta: Kompas, 2006) 46 

Philipus M. Hadjon, PerlindunganHukumbagiRakyatdiIndonesia, (Surabaya: 

Bina Ilmu, 2007) 
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pidana memiliki relevansi strategis dalam mencegah, menangani, dan 

menyelesaikan tindak pidana perbankan, khususnya melalui pendekatan restorative 

justice39 

 

 

 

 

 

 

C. Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana 

Restorative justice merupakan paradigma baru dalam sistem hukum pidana yang 

menekankan pada pemulihan (restoration) atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak 

pidana, dibandingkan hanya memfokuskan diri pada pembalasan (retribution) atau 

penjeraan (deterrence). Konsep ini mengedepankan kepentingan korban, pelaku, dan 

masyarakat sebagai satu kesatuan yang saling terkait dalam 
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Penerbit UNDIP, 2015) 
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penyelesaian suatu perkara40. Restorative justice hadir untuk memberikan ruang 

penyelesaian perkara melalui dialog, mediasi, dan kesepakatan bersama, yang 

berorientasi pada penyelesaian masalah secara tuntas dan menyeluruh. 

Prinsip utama restorative justice adalah memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat 

tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan 

masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Pendekatan ini tidak menafikan peran 

negara dalam menegakkan hukum, tetapi memberi alternatif agar penyelesaian perkara 

dapat dilakukan lebih cepat, efisien, dan berkeadilan 41 . Restorative justice di Indonesia 

telah mendapatkan landasan normatif melalui berbagai regulasi, salah satunya Peraturan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak 

Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini mempertegas posisi restorative 

justice sebagai instrumen hukum yang sah, dengan kriteria tertentu seperti adanya 

kesepakatan antara pelaku dan korban, tindak pidana yang tidak menimbulkan keresahan 

sosial luas, serta adanya pemulihan kerugian. 

Dari perspektif filosofis, restorative justice sejalan dengan nilai-nilai hukum progresif 

yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menekankan hukum harus mampu 

mengabdi pada kepentingan manusia dan keadilan substantif. Hukum tidak boleh terjebak 

hanya pada teks formal, melainkan harus membuka ruang bagi penyelesaian yang lebih 

humanis42. Tingkat kepolisian, lembaga kejaksaan dan peradilan juga telah mulai 

mengintegrasikan pendekatan restorative justice dalam penanganan perkara pidana. 

Misalnya, Jaksa Agung melalui berbagai Surat Edaran menginstruksikan jaksa untuk 

mengedepankan penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan prinsip keadilan 

restoratif, terutama pada tindak pidana dengan 

 

 

 

 

40 Muladi, RestorativeJusticedalamSistemPeradilanPidana, (Semarang: Badan 

Penerbit UNDIP, 2015) 

41 Tony F. Marshall, RestorativeJustice:AnOverview, (London: Home Office 

Research Development and Statistics Directorate, 1999) 

42 Satjipto Rahardjo, MembedahHukumProgresif, (Jakarta: Kompas, 2006) 
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kerugian yang kecil, pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, serta adanya 

kesepakatan damai4344. 

Restorative justice juga relevan diterapkan dalam kasus-kasus tertentu pada sektor 

perbankan, misalnya penggelapan dana nasabah. Penyelesaian berbasis keadilan restoratif 

dapat memberikan ganti rugi secara langsung kepada nasabah, menjaga hubungan baik 

antara bank dan nasabah, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan yang rentan 

terhadap krisis kepercayaan. Dengan demikian, restorative justice dapat berfungsi sebagai 

instrumen pemulihan ekonomi selain sebagai mekanisme hukum pidana45. Penerapan 

restorative justice dalam sistem hukum pidana di Indonesia mencerminkan pergeseran 

paradigma dari retributif menuju humanis dan partisipatif. Namun demikian, 

penerapannya tetap harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak disalahgunakan oleh 

pelaku tindak pidana untuk menghindari hukuman. Oleh karena itu, pembatasan norma, 

pengawasan aparat penegak hukum, serta partisipasi masyarakat menjadi kunci 

keberhasilan penerapan restorative justice dalam sistem hukum pidana. 

 

D. Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana pada 

Sektor Perbankan 

Sistem hukum acara pidana Indonesia yang saat ini masih berlandaskan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tahun 1981 lebih menekankan pada pendekatan 

litigasi, dengan orientasi pada penghukuman terhadap pelaku. Dalam praktiknya, 

pendekatan ini sering kali tidak menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh, 

terutama dalam hal pemulihan kerugian korban53. Dengan demikian, pembaharuan hukum 

acara pidana melalui integrasi restorative justice menjadi sangat relevan bagi sektor 

perbankan. 

Restorative justice memiliki peran yang semakin penting dalam konteks pembaharuan  

hukum  acara  pidana,  khususnya  ketika  dihadapkan  dengan 

 

43 Kejaksaan Republik Indonesia, Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 

44 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif 

45 Andi Hamzah, Asas-AsasHukumPidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017) 
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kasuskasus yang melibatkan sektor perbankan. Perbankan sebagai lembaga intermediasi 

dana masyarakat memiliki kedudukan vital dalam menopang stabilitas perekonomian 

nasional. Oleh karena itu, setiap tindak pidana yang terjadi di sektor ini, seperti 

penggelapan dana nasabah, tidak hanya berdampak pada korban secara individual, tetapi 

juga pada kepercayaan publik terhadap sistem keuangan54. 

Restorative justice dalam konteks perbankan dapat menjadi sarana penyelesaian kasus 

secara lebih humanis, dengan menitikberatkan pada mediasi antara pelaku, korban, dan 

pihak bank. Model ini memungkinkan korban, yakni nasabah, untuk memperoleh kembali 

dana yang hilang, sementara pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa 

harus selalu berujung pada pidana penjara46. Selain itu, penerapan restorative justice 

dalam sektor perbankan dapat menjaga reputasi lembaga keuangan. Ketika kasus pidana 

perbankan diproses secara litigasi penuh, sering kali publikasi negatif berdampak luas 

terhadap kepercayaan nasabah dan calon nasabah lainnya. Sebaliknya, mekanisme 

penyelesaian berbasis keadilan restoratif dapat mengurangi eskalasi publikasi negatif 

dengan tetap menjamin keadilan substantif. 

Dalam kerangka pembaharuan hukum acara pidana, integrasi restorative justice juga 

memberikan jawaban atas permasalahan overkriminalisasi yang kerap terjadi. Banyak 

kasus pidana perbankan yang sebenarnya dapat 

diselesaikan melalui jalur non-litigasi dengan fokus pada pemulihan kerugian. Hal ini 

sejalan dengan prinsip hukum modern yang menempatkan kepentingan korban sebagai 

pusat perhatian47. Penerapan restorative justice pada sektor perbankan juga harus diatur 

secara hati-hati agar tidak menimbulkan moral hazard. Oleh karena itu, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

46 Barda Nawawi Arief, BungaRampaiKebijakanHukumPidana, (Jakarta: Kencana, 

2017) 

47 Lilik Mulyadi, HukumPidanadalamTeoridanPraktik, (Bandung: Alumni, 2018) 
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diperlukan batasan normatif yang jelas, misalnya hanya dapat diterapkan pada kasus di 

mana pelaku bersikap kooperatif, terdapat kesepakatan dengan korban, dan kerugian 

dapat dipulihkan. Dengan cara ini, restorative justice dapat berjalan efektif tanpa 

mengorbankan fungsi deterrence dari hukum pidana48. 

Dalam praktiknya, model restorative justice di sektor perbankan dapat berbentuk 

mediasi penal yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum, seperti penyidik kepolisian, 

jaksa, atau bahkan lembaga independen di bawah koordinasi Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK). Peran OJK sangat penting karena lembaga ini memiliki kewenangan pengawasan 

perbankan sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Secara filosofis, 

penerapan restorative justice pada sektor perbankan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, 

khususnya sila keempat mengenai musyawarah dan sila kelima mengenai keadilan 

sosial. Melalui mekanisme musyawarah antara pelaku, korban, dan institusi, 

penyelesaian perkara dapat menghasilkan keadilan substantif yang lebih sesuai dengan 

kultur hukum Indonesia49. 

Pembaharuan hukum acara pidana melalui penguatan peran restorative justice dalam 

sektor perbankan dapat dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas 

penegakan hukum di Indonesia. Selain mengurangi beban perkara di pengadilan, model 

ini juga mampu memulihkan kerugian korban, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta 

memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan dan hukum nasional50. 

Integrasi restorative justice ke dalam hukum acara pidana perbankan juga mendukung 

kebijakan hukum progresif. Sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo, hukum 

haruslah hadir untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Dengan menekankan 

pemulihan kerugian dan 

 

 

48 Hiariej, Eddy O.S., Prinsip-PrinsipHukumPidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma 

Pustaka, 2016) 

49 Notohamidjojo, PancasilasebagaiPandanganHidupBangsa, (Jakarta: BPK Gunung 

Mulia, 2012) 

50 Muladi & Barda Nawawi Arief, Teori-TeoriKebijakanHukumPidana, (Bandung: 

Alumni, 2012) 
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kepercayaan masyarakat terhadap bank, hukum acara pidana bertransformasi menjadi 

lebih humanis dan fungsional51. 

 

 

 

 

 

 

E. Relevansi Teori terhadap Penelitian 

Teori penelitian hukum memiliki fungsi sebagai alat analisis yang dapat membantu 

peneliti untuk memahami, mengkonstruksikan, serta menjelaskan fenomena hukum 

yang terjadi secara sistematis. Dalam penelitian yang berjudul Restorative Justice Sebagai 

Alernatif Penyelesaian Kasus Penggelapan Dana Nasabah pada Sektor Perbankan, terdapat tiga 

teori utama yang dijadikan landasan, yaitu Teori Pembuktian dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP), Teori Kepatuhan Hukum, dan Teori Penyelesaian 

Sengketa. Ketiga teori ini dapat 
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memberikan kerangka konseptual yang saling melengkapi dalam menjawab 

permasalahan mengenai penerapan restorative justice pada kasus penggelapan dana 

nasabah di sektor perbankan. 

Pertama, Teori Pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

memiliki relevansi fundamental karena kasus penggelapan dana nasabah yang pada 

dasarnya merupakan tindak pidana yang memerlukan proses pembuktian di persidangan. 

Sistem pembuktian yang digunakan di Indonesia adalah negatief wettelijk stelsel, yang 

mensyaratkan adanya alat bukti yang sah serta keyakinan hakim. Relevansinya dengan 

penelitian ini terletak pada bagaimana sistem pembuktian tersebut cenderung berorientasi 

pada penghukuman, sementara penelitian ini menawarkan pendekatan alternatif melalui 

restorative justice. 

Teori Pembuktian juga menunjukkan keterbatasannya ketika digunakan dalam kasus-

kasus perbankan yang kompleks. Manipulasi data transaksi atau rekayasa laporan 

keuangan sering kali sulit dibuktikan tanpa dukungan teknologi dan ahli forensik digital. 

Hal ini menunjukkan bahwa orientasi formalistik pada pembuktian tidak selalu menjamin 

pemulihan kerugian korban. Di sinilah relevansi penelitian ini hadir, yaitu untuk 

menyoroti bahwa pemidanaan saja tidak cukup, tetapi perlu dikombinasikan dengan 

mekanisme restorative justice. 

Kedua, Teori Kepatuhan Hukum relevan karena penelitian ini berkaitan dengan perilaku 

pelaku tindak pidana perbankan, yang pada hakikatnya adalah penyimpangan dari norma 

hukum. Menurut teori ini, kepatuhan dapat lahir dari kesadaran hukum, ancaman sanksi, 

atau legitimasi otoritas. Dalam konteks penelitian ini, teori kepatuhan hukum menjelaskan 

mengapa seorang pegawai bank melakukan penggelapan dana, sekaligus bagaimana 

mekanisme hukum dapat mendorong pelaku untuk bertanggung jawab memulihkan 

kerugian. 

Relevansi Teori Kepatuhan Hukum semakin jelas ketika dikaitkan dengan restorative 

justice. Kepatuhan dalam paradigma ini tidak hanya berarti tunduk pada hukuman pidana, 

tetapi juga kesediaan pelaku untuk berdialog dengan korban, meminta maaf, serta 

mengembalikan kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, teori ini memperkuat 

argumentasi bahwa restorative justice dapat meningkatkan kualitas kepatuhan substantif 

pelaku terhadap hukum. 
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Ketiga, Teori Penyelesaian Sengketa menjadi relevan karena inti dari penelitian ini adalah 

mencari alternatif penyelesaian kasus penggelapan dana nasabah di luar litigasi. Teori ini 

menguraikan berbagai mekanisme penyelesaian konflik, baik litigasi maupun non-litigasi. 

Dalam penelitian ini, teori penyelesaian sengketa digunakan untuk menjelaskan posisi 

restorative justice sebagai salah satu bentuk mediasi penal yang mampu memberikan 

solusi win-win bagi pelaku, korban, dan lembaga perbankan. 

Dalam konteks perbankan, teori penyelesaian sengketa memiliki relevansi yang signifikan 

karena kasus penggelapan dana bukan hanya perbuatan melawan hukum, tetapi juga 

menciptakan sengketa antara pelaku, korban (nasabah), dan bank. Dengan demikian, 

pendekatan yang hanya menekankan litigasi berpotensi tidak menyelesaikan 

permasalahan secara komprehensif. Restorative justice hadir sebagai bentuk penyelesaian 

sengketa yang lebih inklusif. 

Ketiga teori tersebut jika dipadukan akan memberikan pemahaman yang utuh. Teori 

Pembuktian membantu mengidentifikasi keterbatasan pendekatan litigasi; Teori 

Kepatuhan Hukum menjelaskan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab pelaku; 

sementara Teori Penyelesaian Sengketa menawarkan paradigma alternatif berupa 

mekanisme dialogis. Hal ini memperkuat relevansi penelitian bahwa penerapan 

restorative justice dalam tindak pidana perbankan tidak hanya memungkinkan, tetapi juga 

diperlukan. 

Selain itu, relevansi teori terhadap penelitian ini juga terlihat dalam aspek kebijakan 

hukum pidana. Sebagaimana dikemukakan Barda Nawawi Arief, 
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pembaharuan hukum pidana tidak hanya menyangkut perumusan norma, tetapi juga 

mencakup sistem pemidanaan dan mekanisme penyelesaian perkara. Oleh karena itu, 

integrasi restorative justice dalam kasus penggelapan dana nasabah merupakan wujud 

nyata dari pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia. 

Dari  segi  sosiologis, 
masyarakat terhadap penyelesaian perkara yang cepat, adil, dan memulihkan. Sistem 

peradilan pidana konvensional sering kali menimbulkan ketidakpuasan, terutama bagi 

korban yang kerugiannya tidak sepenuhnya terpulihkan. Teori yang digunakan dalam 

penelitian ini memberikan kerangka konseptual untuk merespons kebutuhan tersebut 

melalui restorative justice. 

Relevansi ini juga bersifat praktis, terutama bagi sektor perbankan. Dengan menggunakan 

pendekatan restorative justice, lembaga perbankan dapat menjaga kepercayaan 

masyarakat, sekaligus mengurangi risiko reputasi akibat publikasi kasus pidana di media. 

Hal ini menunjukkan bahwa teori yang dipilih tidak hanya relevan secara akademik, tetapi 

juga memiliki implikasi praktis yang luas.  
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BAB III RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF 

PENYELESAIAN KASUS PENGGELAPAN DANA NASABAH PADA 

SEKTOR PERBANKAN 

 

 

 

A. Konsep Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penggelapan Dana 

Nasabah di Sektor Perbankan 

Restorative justice pada dasarnya adalah paradigma hukum pidana yang penekanannya 

kepada pemulihan (restoration) tentang hubungan sosial yang terganggu oleh sebuah 

tindakan pidana. Paradigma ini memandang bahwa kejahatan bukan semata-mata 

pelanggaran terhadap negara atau norma hukum, namun juga berdampak pada kerusakan 

relasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Oleh karena itu, fokus utama restorative 

justice ini adalah untuk memperbaiki kerugian atau dampak yang timbul, yaitu dengan 

mengembalikan keseimbangan sosial, serta membangun kembali kepercayaan yang telah 

hilang akibat terjadinya tindak pidana tersebut. 

Kelahiran restorative justice yang penekanannya kepada pemulihan (restoration) ini 

merupakan sebuah kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional. Sistem peradilan 

pidana knvensional yang secara umum cenderung menitikberatkan kepada penghukuman 

(retributive justice). Model retributive justice ini dianggap sering gagal dalam menjawab 

kebutuhan korban, karena orientasinya lebih menekankan pada kepentingan negara untuk 

menghukum pelaku, bukan pada pemulihan kerugian korban. Korban sering kali berada 

dalam posisi pasif, tidak dilibatkan secara berarti dalam proses penyelesaian perkara, dan 

tidak memperoleh keadilan substantif yang dapat memulihkan kondisi fisik, psikologis, 

maupun sosialnya52. 

Dalam konteks tindak pidana penggelapan dana nasabah pada sektor perbakan, restorative 

justice menjadi sangat relevan dalam menanggulangi kerugian utama yang dialami oleh 

korban, yaitu nasabah. Dengan demikian, tujuan utama 

 

52 Joni Emirzon, AlternatifPenyelesaianSengketadiLuarPengadilan, (Jakarta: 

Gramedia, 2001) 
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penyelesaian perkara seharusnya tidak hanya sebatas menjatuhkan pidana kepada pelaku, 

melainkan juga mengembalikan kerugian dan memulihkan rasa keadilan korban, dalam 

hal ini adalah nasabah yang dananya digelapkan53. 

Bisnis perbankan merupakan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain. Sektor 

perbankan merupakan sektor vital yang menyangkut kepercayaan publik terhadap 

lembaga keuangan. Kasus penggelapan dana nasabah tidak hanya menimbulkan kerugian 

finansial, tetapi juga dapat menggerus kredibilitas bank akibat kurang atau tidak 

mendapatkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penyelesaian perkara penggelapan 

dana nasabah melalui restorative justice dapat menjadi solusi yang lebih konstruktif, 

dengan memulihkan kepercayaan nasabah tanpa mengabaikan aspek keadilan hukum. 

Sebenarnya KUHP (Kitab UndangUndang Hukum Pidana) yang berisikan peraturan 

tentang perbuatan apa saja yang dilarang dan ancaman hukuman maupun KUHAP (Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana) mengatur tata cara dan prosedur pelaksanaan 

hukum pidana, mulai dari penangkapan hingga persidangan dan pelaksanaan putusan, 

sebagai pedoman bagi penegak hukum dalam menegakkan KUHP, saat ini masih 

berorientasi pada pendekatan retributif. Dengan perkembangan hukum modern dan 

berbagai regulasi di Indonesia saat ini, telah membuka ruang penerapan restorative justice, 

seperti dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 dan Peraturan Kejaksaan RI 

Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan 

Berdasarkan Keadilan Restoratif54. 
Konsep restorative justice ini menekankan pada keterlibatan aktif pihakpihak yang terkait 

dalam perkara penggelapan dana nasabah, yaitu pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam 

kasus penggelapan dana tersebut, proses mediasi dapat dilakukan antara pelaku dengan 

korban (nasabah) yang difasilitasi aparat penegak 
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hukum untuk mencapai kesepakatan yang adil, seperti pengembalian dana, ganti 

kerugian, atau permintaan maaf yang tulus. Proses litigasi perbankan biasanya 

sangat panjang dan kompleks serta membutuhkan biaya yang cukup besar. 

Restorative justice menawarkan jalur alternatif yang lebih sederhana, dengan tetap 

memperhatikan aspek kepastian hukum 55 . Salah satu kelebihan penerapan 

restorative justice pada tindak pidana perbankan adalah efisiensi waktu dan biaya. 

Penerapan restorative justice pada perkara penggelapan dana nasabah juga sejalan

 dengan tujuan pemidanaan modern, yaitu  memberikan keadilan 

proporsional bagi semua pihak. Hal ini sesuai dengan doktrin, bahwa pemidanaan bukan 

semata-mata untuk menghukum, melainkan untuk mencapai keadilan substantif 

yang menyeimbangkan kepentingan negara, pelaku, dan korban. Restorative

 justice yang  diterapkan  pada sektor perbankan harus tetap 

memperhatikan prinsip kehati-hatian, mengingat tidak semua perkara dapat 

diselesaikan melalui jalur non-litigasi56. Kasus yang melibatkan kerugian sangat besar 

atau menyangkut kejahatan terorganisir tetap harus ditangani melalui 

mekanisme pidana formal demi menjaga integritas sistem hukum. 
Secara normatif, konsep restorative justice dalam tindak pidana penggelapan dana 

nasabah dapat dijustifikasi melalui asas ultimum remedium dalam hukum pidana. Prinsip 

ini mengajarkan bahwa hukum pidana sebaiknya menjadi pilihan terakhir, setelah upaya 

penyelesaian non-pidana terbukti tidak efektif. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan 

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga sangat penting dalam mendukung penerapan 

restorative justice pada sektor perbankan. Lembaga-lembaga tersebut dapat memberikan 

mekanisme perlindungan nasabah dan menjamin bahwa proses penyelesaian melalui jalur 

restoratif tidak menimbulkan preseden buruk bagi stabilitas sistem keuangan nasional57. 

 

 

 

55 Romli Atmasasmita, ReformasiHukumPidana:PerspektifRestorativeJustice, 

(Bandung: Mandar Maju, 2018) 

56 Topo Santoso, KriminologidanHukumPidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019) 

57 Otoritas Jasa Keuangan, StatistikPerbankanIndonesia2022 
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Perspektif sosiologis, restorative justice juga mampu mengembalikan harmonisasi sosial 

yang terganggu akibat tindak pidana. Korban, dalam hal ini nasabah, dapat memperoleh 

kepuasan karena kerugian mereka dipulihkan, sementara pelaku memiliki kesempatan 

untuk memperbaiki dari kesalahan tanpa harus sepenuhnya terisolasi dari masyarakat 

melalui pidana penjara. Penerapan restorative justice pada sektor perbankan ini, akan 

memperkuat nilai-nilai keadilan Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima. Dengan 

mengedepankan kemanusiaan dan keadilan sosial, penyelesaian perkara penggelapan 

dana melalui pendekatan restoratif lebih sesuai dengan filosofi hukum nasional Indonesia. 

Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengatur standar prosedur restorative justice 

dalam kasus perbankan agar tidak dapat disalahgunakan oleh pelaku kejahatan dalam 

menghindari hukuman pidana. Oleh karena itu, penerapan restorative justice harus 

dilakukan dengan mekanisme yang transparan, akuntabel, dan diawasi oleh lembaga 

berwenang58. Dalam banyak kasus, penyelesaian secara restoratif justru dapat berjalan 

beriringan dengan proses pidana formal, misalnya melalui pemberian keringanan 

hukuman setelah pelaku menunjukkan itikad baik dengan mengembalikan dana nasabah. 

Dengan demikian, konsep restorative justice pada tindak pidana penggelapan dana 

nasabah dapat dipandang sebagai bentuk pembaharuan hukum acara pidana yang adaptif 

terhadap kebutuhan masyarakat modern. Konsep restorative justice ini bukan sekadar 

inovasi hukum, melainkan strategi praktis untuk menjaga keseimbangan antara kepastian 

hukum, keadilan, dan kemanfaatan. 

Dari uraian mengenai konsep restorative justice di atas, dapat disimpulkan bahwa 

paradigma ini menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada 

pemulihan dibandingkan sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung represif. 

Secara rinci konsep restorative justice dengan perkara penggelapan dana nasabah pada 

sektor perbankan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

58 Mardjono Reksodiputro, HakAsasiManusiadalamSistemPeradilanPidana, 

(Jakarta: UI Press, 2016) 
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Pertama, konsep restorative justice pada dasarnya hadir sebagai kritik terhadap sistem 

peradilan pidana konvensional yang terlalu menekankan pada pemidanaan pelaku tanpa 

mempertimbangkan pemulihan kerugian korban. Dalam konteks penggelapan dana 

nasabah pada sektor perbankan sangat krusial, hal ini dikarenakan kerugian yang dialami 

korban bukan hanya berbentuk material, melainkan juga hilangnya rasa aman dan 

kepercayaan terhadap perbankan sebagai institusi keuangan. Oleh karena itu, pendekatan 

pemulihan menjadi lebih relevan dibanding sekadar penghukuman. 

Kedua, penerapan konsep restorative justice memungkinkan hadirnya ruang dialog antara 

pelaku, korban, dan institusi terkait untuk mencari solusi yang saling menguntungkan 

(win-win solution). Konsep ini samgat jauh berbeda dengan mekanisme litigasi yang 

cenderung menghasilkan win-lose solution, sehingga sering meninggalkan rasa 

ketidakpuasan bahkan dendam. Melalui mediasi dengan kesepakatan bersama, korban 

dapat memperoleh pemulihan nyata seperti pengembalian dana dan permintaan maaf, 

sementara pelaku tetap bertanggung jawab sepenuhnya tanpa harus kehilangan 

kesempatan untuk memperbaiki diri. 

Ketiga, dalam sektor perbankan, penerapan konsep restorative justice ini dapat berfungsi 

strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kepercayaan publik merupakan aset 

terpenting bagi industri perbankan, dan kasus-kasus penggelapan dana nasabah yang 

memiliki potensi menimbulkan krisis kepercayaan. Dengan menghadirkan mekanisme 

penyelesaian yang adil dan memulihkan, konsep restorative justice dapat mempercepat 

pemulihan reputasi bank serta meminimalkan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas. 

Keempat, konsep restorative justice tidak untuk dimaksudkan dalam menggantikan 

sistem peradilan pidana sepenuhnya, konsep ini dapat menjadi pilar penting dalam 

pembaharuan hukum acara pidana Indonesia. Penerapannya secara selektif pada kasus-

kasus tertentu, dan akan memperkaya sistem hukum melalui pendekatan yang lebih 

humanis, responsif, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi 

musyawarah dan keadilan sosial. 
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B. Model Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penggelapan Dana 

Nasabah di Sektor Perbankan 

Restorative justice pada dasarnya merupakan sebuah pendekatan alternatif dalam 

penyelesaian perkara hukum pidana, yang penekankannya kepada pemulihan hubungan 

sosial yang terganggu akibat tindak pidana tertentu. Model ini menawarkan solusi berbeda 

dari pendekatan retributif yang berfokus pada penghukuman, dengan menempatkan 

kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara seimbang. Dalam konteks tindak 

pidana perbankan, khususnya penggelapan dana nasabah, penerapan restorative justice 

menjadi penting karena menyangkut aspek kepercayaan masyarakat terhadap institusi 

keuangan59. 

Tindak pidana penggelapan dana nasabah tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, 

tetapi juga mengikis legitimasi sosial lembaga perbankan. Oleh karena itu, model 

restorative justice yang dirancang untuk sektor ini harus mengedepankan pemulihan 

kerugian korban sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan. Model restorative justice 

pada penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan dana nasabah pada sektor 

perbankan berdasarkan lima pihak, yaitu korban (nasabah), pelaku, aparat penegak hukum 

(kepolisian, kejaksaan, pengadilan), institusi perbankan serta tokoh masyarakat. Kelima 

pihak-pihak terkait tersebut akan dihubungkan dengan penerapan konsep restorative 

justice. 

Model ini menggunakan pendekatan subjektif kuantitatif karena melakukan penyebaran 

kuesioner menggunakan skala likert. Pengolahan data menggunakan metode SEM-PLS 

yaitu teknik analisa statistik dibantu dengan software SMARTPLS. Variabel dalam model 

ini adalah pihak-pihak terkait dalam perkara penggelapan dana nasabah yang terdiri dari 

lima pihak yang nantinya akan menjadi variabel independen. Lima variabel atau pihak 

independen tersebut yakni independen, sementara variabel dependen dari model ini adalah 

konsep restorative justice. 

59 Muladi, Demokratisasi,HakAsasiManusia,danReformasiHukumdiIndonesia 

(Jakarta: The Habibie Center, 2002) 

 
Tabel Operasional Model 
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Variabel Indepen

Variabel Definisi Operasional Indikator 

 

 

Korban 

(Nasabah) 

Persepsi dan 

pengalaman nasabah 

sebagai korban dalam 

proses restorative 

justice. 

1. Kepentingan nasabah menjadi prioritas; 

2. Restorative justice memberi kepuasan 

bagi nasabah; 

3. Nasabah dilibatkan dalam proses; 

4. Pemulihan kerugian finansial; 

5. Kepercayaan nasabah terhadap bank 

pulih. 

 

 

Pelaku 

Sikap dan peran 

pelaku tindak pidana 

dalam proses 

restorative justice 

1. Pelaku mengakui kesalahan; 

2. Memiliki itikad baik ganti kerugian; 

3. Memahami dampak perbuatan; 

4. Memiliki kesempatan untuk memperbaiki 

diri; 

5. Efektif mencegah pengulangan. 

 

Aparat 

Penegak 

Hukum 

Peran dan dukungan 

aparat penegak hukum 

dalam implementasi 

restorative justice. 

1. Aparat mendukung penerapan restorative 

justice; 

2. Aparat dapat berfungsi sebagai mediator 

yang baik; 

3. Mengurangi beban perkara yang 

ditangani; 



49 

 

 

 

 



50 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aparat selalu menjaga keadilan; 

5. Meningkatkan citra positif aparat. 

 

 

 

Institusi 

Perbankan 

Peran dan tanggung 

jawab bank dalam 

pelaksanaan restorative 

justice. 

1. Bank berperan penting dalam penerapan 

restorative justice; 

2. Penerapan restorative justice dapat 

memulihkan reputasi bank; 

3. Mendukung pengembalian dana nasabah 

sebagai korban; 

4. Keterlibatannya dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat; 

5.  Penerapan restorative justice dapat 

mendorong pengawasan internal. 

 

Tokoh 

Masyarakat 

Keterlibatan tokoh 

masyarakat dalam 

memperkuat 

penerimaan sosial 

restorative justice. 

1. Kehadiran tokoh masyarakat sebagai 

penengah; 

2. Berperan untuk meningkatkan kesadaran 

keadilan pemulihan; 

3. Dapat memulihkan hubungan sosial; 

4. Berfungsi sebagai pemberi legitimasi 

sosial; 
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  5. Meningkatkan kepercayaan publik. 
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Restorative 

Justice 

(H1+
) 

(H5+
) 

(H2+
) 

(H4+
) 

Korban 

(Nasabah) 
Tokoh 

Masyarakat 

(H3+
) 

Pelaku 
Institusi 

Perbanan 

Aparat 

Penegak 

Hukun 

 

 

 

 

Berikut gambar kerangka konseptual model restorative justice dalam tindak pidana 

penggelapan dana nasabah di sektor perbankan beserta dengan hipotesisnya. 

Tabel Operasional Model Variabel Dependen 

Variabel Definisi Operasional Indikator 

 

 

 

 

 

Restorative 

Justice (RJ) 

Suatu pendekatan 

penyelesaian perkara 

pidana yang 

menekankan pemulihan 

kerugian korban, 

tanggung jawab pelaku, 

dan keterlibatan aktif 

masyarakat, dengan 

tujuan menciptakan 

keadilan yang lebih 

humanis. 

Pemulihan kerugian; 

fokus pada ganti rugi korban. 

Partisipasi semua pihak; 

korban, pelaku, aparat, bank, tokoh 

masyarakat. 

Keadilan yang berimbang; 

win-win solution, bukan win-lose. 

Pemulihan hubungan sosial; 

memperbaiki kepercayaan antar pihak. 

Efektivitas penyelesaian perkara; 

mengurangi beban pengadilan & 

mempercepat penyelesaian 
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Model restorative justice dalam tindak pidana penggelapan dana nasabah di sektor 

perbankan ini memiliki enam variabel laten meliputi lima variabel berasal dari 

keterlibatan pihak restorative justice perkaran penggelapan dana nasabah pada 

sektor perbankan yang meliputi Korban (Nasabah), Pelaku, Aparat Penegak 

Hukum, Institusi Perbankan, dan Tokoh Masyarakat. Serta satu variabel yang 

dipengaruhi merupakan variabel penerapan restorative justice . Hipotesis yang 

terdapat dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 

1. (H1+): Pihak korban (nasabah) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penerapan restorative justice dalam perkara tindak pidana penggelapan 

dana nasabah pada sektor perbankan. 

2. (H2+): Pihak pelaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan 

restorative justice dalam perkara tindak pidana penggelapan dana nasabah 

pada sektor perbankan. 

3. (H3+): Pihak aparat penegak hukum berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penerapan restorative justice dalam perkara tindak pidana 

penggelapan dana nasabah pada sektor perbankan. 

4. (H4+): Pihak institusi perbankan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penerapan restorative justice dalam perkara tindak pidana 

penggelapan dana nasabah pada sektor perbankan. 

5. (H5+): Pihak tokoh masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penerapan restorative justice dalam perkara tindak pidana penggelapan 

dana nasabah pada sektor perbankan. 

 

Berikut merupakan model konseptual dengan sifat model first order, digambarkan 

berserta indikator pada enam variabel laten dalam penerapan restorative justice untuk 

tindak pidana penggelapan dana nasabah pada sektor perbankan. 
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Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa setiap variabel memiliki indikator dan 

setiap indikator memiliki item pernyataan. Variabel laten dalam penerapan restorative 

justice untuk tindak pidana penggelapan dana nasabah pada sektor perbankan memiliki 

masing-masing lima indikator pernyataan. Total indikator dalam model ini yaitu 25 

indikator yang berasal dari 5 variabel eksogen dan 1 variabel endogen. 
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Penyusunan model restorative justice dalam tindak pidana penggelapan dana nasabah di 

sektor perbankan ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner dalam upaya memperoleh 

data kepada para pihak yang berinteraksi dengan Bank Banten. Penyebaran kuesioner ini 

dialukan untuk mengetahui pengaruh dari pihak-pihak yang terkait restorative justice 

terhadap penerapan restorative justice pada tindak pidana penggelapan dana nasabah. 

Hasil pengumpulan data melalui kuesioner 

bawah dilakukan perhitungan sampel terdapat dengan menggunakan rumus Slovin di 

 

 

= 
1 + ( )2 

 147  
= 

1 + 147 (0,1)2  
= 59,51 ≈ 60 

Keterangan: 

 

n = ukuran sampel 

 

N = jumlah populasi 

 

e = tingkat kesalahan (10%) 

 

Dengan jumlah populasi sebanyak 147 pegawai PT. Bank Banten menurut data 

kepegawaian (Per Desember 2024), didapatkan ukuran sampel yang perlu 

digunakan dalam sebanyak 60 pegawai. Adapun penggunaan tingkat kesalahan sebanyak 

10% adalah untuk mengetahui dan mengontrol tingkat kepercayaan hasil jawaban 

responden atas kuesioner yang terisi, serta mengukur seberapa akurat sampel dapat 

mewakili populasi secara keseluruhan. 

ini 

Deskriptif data tanggapan responden digunakan untuk melihat persebaran data mengenai 

tanggapan responden terhadap berbagai indikator pernyataan. Digambarkan melalui tabel 

untuk memudahkan dalam pengolahan data. Deskriptif data tanggapan responden 

terhadap variabel dalam model, yaitu sebagai berikut. 
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 Deskripsi pihak korban (nasabah) terhadap penerapan restorative justice 

pada tindak pidana penggelapan dana 

 

No 
 

Item Pernyataan 

Tanggapan Responden 

SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS (1) 

Ʃ % Ʃ % Ʃ % Ʃ % Ʃ % 

 

1 

Kepentingan nasabah 

menjadi prioritas utama 

(KN_1) 

 

23 
 

38,33 
 

32 
 

53,3 
 

5 
 

8,3 
 

0 
 

0,0 
 

0 
 

0,0 

 

2 

Restorative justice 

memberi kepuasan bagi 

nasabah (KN_2) 

 

31 
 

51,67 
 

21 
 

35,0 
 

6 
 

10,0 
 

2 
 

3,3 
 

0 
 

0,0 

3 
Nasabah dilibatkan dalam 

proses (KN_3) 
32 53,33 27 45,0 1 1,7 0 0,0 0 0,0 

4 
Pemulihan kerugian 

finansial (KN_4) 40 66,67 20 33,3 0 2,0 0 0,0 0 0,0 

 

5 

Kepercayaan nasabah 

terhadap bank pulih 

(KN_5) 

 

11 
 

18,33 
 

35 
 

58,3 
 

13 
 

21,7 
 

1 
 

1,7 
 

0 
 

0,0 

Keterangan: 

STS = Sangat Tidak Setuju, jawaban responden 

bernilai 1 TS = Tidak setuju, jawaban responden 

bernilai 2 

N  = Netral, jawaban responden 

bernilai 3 S = Setuju, jawaban 

responden bernilai 4 

SS = Tidak setuju, jawaban responden bernilai 5 
 

 

Tanggapan responden sebagaimana pada tabel di atas, menunjukan bahwa sebagian besar 

data responden yaitu pihak korban (nasabah) memberikan tanggapan penilaian 

berkategori sangat setuju terhadap penerapan restorative justice dalam tindak pidana 

penggelapan dana nasabah pada sektor perbankan dengan nilai rata-rata 45,67%, dan 

1.00% responden tidak setuju terhadap penerapan restorative justice dalam tindak pidana 

penggelapan dana nasabah pada sektor perbankan. 
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 Deskripsi pihak 

pelaku terhadap penerapan restorative justice pada 

tindak pidana penggelapan dana 

 

No 
 

Item Pernyataan 

Tanggapan Responden 

SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS (1) 

Ʃ % Ʃ % Ʃ % Ʃ % Ʃ % 

1 
Pelaku mengakui 

kesalahan (PL_1) 30 50,00 28 46,7 1 1,7 1 1,7 0 0,0 

2 
Memiliki itikad baik ganti 

kerugian (PL_2) 17 28,33 35 58,3 7 11,7 1 1,7 0 0,0 

3 
Memahami dampak 

perbuatan (PL_3) 29 48,33 23 38,3 6 10,0 2 3,3 0 0,0 

 

4 

Memiliki kesempatan 

untuk memperbaiki diri 

(PL_4) 

 

14 
 

23,33 
 

27 
 

45,0 
 

19 
 

2,0 
 

0 
 

0,0 
 

0 
 

0,0 

5 
Efektif mencegah 

pengulangan (PL_5) 23 38,33 30 50,0 6 10,0 1 1,7 0 0,0 

Keterangan: 

STS = Sangat Tidak Setuju, jawaban responden 

bernilai 1 TS = Tidak setuju, jawaban responden 

bernilai 2 

N = Netral, jawaban responden 

bernilai 3 S = Setuju, jawaban 

responden bernilai 4 

SS = Tidak setuju, jawaban responden bernilai 5 

 

Tanggapan responden sebagaimana pada tabel di atas, menunjukan bahwa sebagian besar 

data responden yaitu pihak pelaku memberikan tanggapan penilaian berkategori setuju 

terhadap penerapan restorative justice dalam tindak pidana penggelapan dana nasabah 

pada sektor perbankan dengan nilai rata-rata 46,67%, 37,67% responden menyatakan 

sangat setuju terhadap penerapan restorative justice dalam tindak pidana penggelapan 

dana nasabah pada sektor perbankan dan sebesar 1,67% responden tidak setuju terhadap 

penerapan restorative justice dalam tindak pidana penggelapan dana nasabah pada sektor 

perbankan. 
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 Deskripsi pihak 

aparat penegak hukum terhadap penerapan restorative 

justice pada tindak pidana penggelapan dana 

 

No 
 

Item Pernyataan 

Tanggapan Responden 

SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS (1) 

Ʃ % Ʃ % Ʃ % Ʃ % Ʃ % 

 

1 

Aparat mendukung 

penerapan restorative 

justice (PH_1) 

 

32 
 

53,33 
 

28 
 

46,7 
 

0 
 

0,0 
 

0 
 

0,0 
 

0 
 

0,0 

 

2 

Aparat dapat berfungsi 

sebagai mediator yang 

baik (PH_2) 

 

29 
 

48,33 
 

30 
 

50,0 
 

1 
 

1,7 
 

0 
 

0,0 
 

0 
 

0,0 

3 
Mengurangi beban perkara 

yang ditangani (PH_3) 35 58,33 25 41,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

4 
Aparat selalu menjaga 

keadilan (PH_4) 31 51,67 29 48,3 0 2,0 0 0,0 0 0,0 

5 
Meningkatkan citra positif 

aparat (PH_5) 
32 53,33 27 45,0 1 1,7 0 0,0 0 0,0 

Keterangan: 

STS = Sangat Tidak Setuju, jawaban responden 

bernilai 1 TS = Tidak setuju, jawaban responden 

bernilai 2 

N = Netral, jawaban responden 

bernilai 3 S = Setuju, jawaban 

responden bernilai 4 

SS = Tidak setuju, jawaban responden bernilai 5 

 

Tanggapan responden sebagaimana pada tabel di atas, menunjukan bahwa sebagian besar 

data responden yaitu pihak aparat penegak hukum memberikan tanggapan penilaian 

berkategori sangat setuju terhadap penerapan restorative justice dalam tindak pidana 

penggelapan dana nasabah pada sektor perbankan dengan nilai rata-rata 53,00% dan 46,33 

responden menyatakan setuju terhadap penerapan restorative justice dalam tindak pidana 

penggelapan dana nasabah pada sektor perbankan. 

institusi perbankan terhadap penerapan restorative 
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 Deskripsi pihak 

justice pada tindak pidana penggelapan dana 

 

No 
 

Item Pernyataan 

Tanggapan Responden 

SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS (1) 

Ʃ % Ʃ % Ʃ % Ʃ %  % 

 

1 

Bank berperan penting 

dalam restorative justice 

(IP_1) 

 

28 
 

46,67 
 

32 
 

53,3 
 

0 
 

0,0 
 

0 
 

0,0 

  

0,0 

 

2 

Restorative justice dapat 

memulihkan reputasi bank 

(IP_2) 

 

30 
 

50,00 
 

30 
 

50,0 
 

0 
 

0,0 
 

0 
 

0,0 

  

0,0 

 

3 

Mendukung pengembalian 

dana nasabah sebagai 

korban (IP_3) 

 

25 
 

41,67 
 

35 
 

58,3 
 

0 
 

0,0 
 

0 
 

0,0 
 

0 
 

0,0 

 

4 

Keterlibatannya dapat 

meningkatkan 

kepercayaan masyarakat 

(IP_4) 

 

29 
 

48,33 
 

31 
 

51,7 
 

0 
 

2,0 
 

0 
 

0,0 
 

0 
 

0,0 

 

5 

Penerapan restorative 

justice dapat mendorong 

pengawasan internal 

(IP_5) 

 

27 
 

45,00 
 

33 
 

55,0 
 

0 
 

0,0 
 

0 
 

0,0 
 

0 
 

0,0 

Keterangan: 

STS = Sangat Tidak Setuju, jawaban responden 

bernilai 1 TS = Tidak setuju, jawaban responden 

bernilai 2 

N = Netral, jawaban responden 

bernilai 3 S = Setuju, jawaban 

responden bernilai 4 

SS = Tidak setuju, jawaban responden bernilai 5 

 

Tanggapan responden sebagaimana pada tabel di atas, menunjukan bahwa sebagian besar 

data responden yaitu pihak institusi perbankan memberikan tanggapan penilaian 

mayoritas berkategori setuju terhadap penerapan restorative justice dalam tindak pidana 

penggelapan dana nasabah pada sektor perbankan dengan nilai rata-rata 53,67 dan 46,33 

menyatakan sangat setuju terhadap penerapan restorative justice dalam tindak pidana 

penggelapan dana nasabah pada sektor perbankan. 
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 Deskripsi 

 

 

 

 

pihak tokoh masyarakat terhadap penerapan restorative justice 

pada tindak pidana penggelapan dana 

 

No 
 

Item Pernyataan 

Tanggapan Responden 

SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS (1) 

Ʃ % Ʃ % Ʃ % Ʃ % Ʃ % 

 

1 

Kehadiran tokoh 

masyarakat sebagai 

penengah (TM_1) 

 

25 
 

41,67 
 

32 
 

53,3 
 

0 
 

0,0 
 

3 
 

5,0 
 

0 
 

0,0 

 

2 

Meningkatkan kesadaran 

keadilan pemulihan 

(TM_2) 

 

22 
 

36,67 
 

30 
 

50,0 
 

6 
 

10,0 
 

2 
 

3,3 
 

0 
 

0,0 

3 
Dapat memulihkan 

hubungan sosial (TM_3) 23 38,33 35 58,3 0 0,0 2 3,3 0 0,0 

 

4 

Berfungsi sebagai 

pemberi legitimasi sosial 

(TM_4) 

 

26 

 

43,33 

 

31 

 

51,7 

 

0 

 

2,0 

 

3 

 

5,0 

 

0 

 

0,0 

 

5 

Meningkatkan 

kepercayaan publik 

(TM_5) 

 

24 
 

40,00 
 

33 
 

55,0 
 

2 
 

3,3 
 

1 
 

1,7 
 

0 
 

0,0 

Keterangan: 

STS = Sangat Tidak Setuju, jawaban responden 

bernilai 1 TS = Tidak setuju, jawaban responden 

bernilai 2 

N  = Netral, jawaban responden 

bernilai 3 S = Setuju, jawaban 

responden bernilai 4 

SS = Tidak setuju, jawaban responden bernilai 5 

 

Tanggapan responden sebagaimana pada tabel di atas, menunjukan bahwa sebagian besar 

data responden yaitu pihak tokoh masyarakat memberikan tanggapan penilaian dominan 

berkategori setuju terhadap penerapan restorative justice dalam tindak pidana 

penggelapan dana nasabah pada sektor perbankan sebesar 53,67%, 40,00% responden 

menyatakan sangat setuju terhadap penerapan restorative justice dalam tindak pidana 

penggelapan dana nasabah pada sektor perbankan dan 3,67 tidak setuju terhadap 

penerapan restorative justice dalam tindak pidana penggelapan dana nasabah pada sektor 

perbankan. 

Persamaan model struktural restorative justice dalam tindak pidana penggelapan dana 

nasabah pada sektor perbankan ini yaitu dapat dilihat sebagai berikut: 

Ƞ = γ1 ξ1 + γ2 ξ 2 + γ3 ξ3 + γ4 ξ4 + γ5 ξ5 + δ 
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Keterangan: 

ξ (KSI) = Konstruk laten eksogen 
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Ƞ (ETA) = Konstruk laten endogen 

γ (GAMMA) = Hubungan langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen 

δ (DELTA) = Kesalahan pengukuran (measurement error) dari dimensi pada variabel 

eksogen 

 

Berikut ini merupakan model struktural restorative justice dalam tindak pidana 

penggelapan dana nasabah pada sektor perbankan dengan menggunakan SEM- PLS yang 

dibuat berdasarkan model first order 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar di atas merupakan gambar model awal penelitian dimana belum dilakukan 

perhitungan loading factors sebagai hubungan antar variabel maupun indikator Uji 

Validitas 

Validitas mengukur sejauh mana suatu alat pengukur benar-benar mengukur apa yang 

seharusnya diukur, apakah itu konsep, kualitas, atau karakteristik tertentu. Ini memastikan 

bahwa data yang diperoleh dari alat pengukur tersebut dapat dipercaya dan relevan untuk 

tujuan pembuatan model. 
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Hasil uji convergent validity yang ditampilkan dalam nilai Loading Factor (LF) 

untuk setiap indikator adalah sebagai berikut. 

 
Variabel Indikator Outer Loadings Keterangan 

Korban (Nasabah) (X1) KN_1 0,632 VALID 
 KN_2 0,774 VALID 
 KN_3 0,847 VALID 
 KN_4 0,838 VALID 
 KN_5 0,876 VALID 

Pelaku (X2) PL_1 0,864 VALID 
 PL_2 0,735 VALID 
 PL_3 0,843 VALID 
 PL_4 0,731 VALID 
 PL_5 0,792 VALID 

Aparat Penegak Hukum (X3) PH_1 0,748 VALID 
 PH_2 0,840 VALID 
 PH_3 0,840 VALID 
 PH_4 0,873 VALID 
 PH_5 0,647 VALID 

Institusi Perbankan (X4) IP_1 0,647 VALID 
 IP_1 0,876 VALID 
 IP_3 0,792 VALID 
 IP_4 0,900 VALID 
 IP_5 0,923 VALID 

Tokon Masyarakat (X5) TM_1 0,748 VALID 
 TM_2 0,740 VALID 
 TM_3 0,813 VALID 
 TM_4 0,876 VALID 
 TM_5 0,863 VALID 

Restorative Justice (Y) RJ_1 0,600 VALID 

 RJ_2 0,783 VALID 
 RJ_3 0,647 VALID 
 RJ_4 0,731 VALID 
 RJ_5 0,791 VALID 

Berdasarkan analisis tersebut, dapat diketahui hasil uji validitas keseluruhan variabel 

dengan rata-rata r hitung > r tabel (0,254). Hal ini menunjukan bahwa 

Loading Factor 

nilai instrumen validitas variabel memiliki koefisien validitas yang lebih besar dari titik 

kritis yaitu 0,254, sehingga seluruh pernyataan dapat dikatakan valid. 

 

Uji Reabilitas 

Uji reliabilitas adalah proses untuk menilai seberapa konsisten dan dapat diandalkan suatu 

alat pengukuran atau instrumen dalam menghasilkan hasil yang serupa ketika digunakan 

secara berulang-ulang dalam situasi yang sama. Ini memastikan bahwa alat pengukuran 

dapat diandalkan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur tanpa adanya variasi yang 

signifikan dalam hasil yang diperoleh dengan menggunakan koefisien Cronbach’s alpha. 
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Berikut ini perhitungan nilai cronbach’s alpha untuk setiap indikator yang telah dikelompokkan 

berdasarkan setiap variabel independen dan variabel dependen. 

 Variabel Nilai Cronbach’s Alpha Keterangan  

Korban (Nasabah) (X1) 

Pelaku (X2) 

Penegak Hukum (X3) 

0,807 Reliabel 

0,650 Reliabel 

0,855 Reliabel 

Institusi Perbankan (X4) 0,923 Reliabel 

Tokoh Masyarakat (X5) 

Restorative Justice (Y) 

0,888 

0,921 

Reliabel 

Reliabel 

Berdasarkan analisis pada tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap variabel memiliki nilai 

cronbach’s alpha > 0,6. Hal ini menujukan bahwa setiap instrumen model memiliki 

tingkat reliabilitas yang tinggi dan layak dijadikan alat ukur. 
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dilakukan menggunakan pendekatan non parametrik, yaitu metode bootstrapping yang 

memungkinkan estimasi distribusi sampel secara berulang untuk meningkatkan akurasi 

hasil analisis. 

Dalam proses evaluasi, hubungan antar variabel dianggap signifikan apabila nilai T-

Statistik ≥ 1,96 atau P-Value ≤ 0,05 pada tingkat signifikansi 5%. Jika nilai T- Statistik 

lebih kecil dari 1,96 atau P-Value lebih besar dari 0,05, maka hubungan antara variabel 

tersebut tidak signifikan, yang berarti hipotesis yang diuji tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji Signifikansi Path Coefficient 

Uji signifikansi path coefficient dalam PLS-SEM bertujuan untuk menguji 

hipotesis model dan menentukan sejauh mana hubungan antara variabel dalam 

model memiliki pengaruh yang signifikan. PLS-SEM tidak mensyaratkan bahwa 

data harus berdistribusi normal. Oleh karena itu, proses pengujian hipotesis 
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dapat diterima. Adapun hasil pengujian dengan bootstrapping dalam PLS-SEM, 

yaitu sebagai berikut. Pengujian Hipotesis 

 

95% Confidence 

Interval 
Hipotesis 

Path T P 
 Path Coefficient  

Coefficient Statistics Values 
Batas 
Bawah 

Batas 
Atas 

H1(+): Korban (Nasabahl (X1) → 

Penerapan Restotrative Justice (Y) 

H2(+): Pelaku (X2) →  Penerapan 

 
0,247 2,334 0.000 

0,002 0,347 

 

Restotrative Justice (Y) 

H3(+):Penegak Hukum (X3) → 

Penerapan Restotrative Justice (Y) 

H4(+): Institusi Perbankan (X4) → 

Penerapan Restotrative Justice (Y) 

H5(+): Tohoh Masyarakat (X5) → 

Penerapan Restotrative Justice (Y) 

0,350 3,745 0.000 0,197 0,513 
 

 

0,206 2,435 0.000 0,055 0,345 
 

 

0,195 1,974 0.000 0,034 0,371 
 

 

0,367 4,600 0.000 0,177 0,479 

 

1. Pengujian Hipotesis 1: Korban (Nasabah) (X1) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Penerapan Restorative Justice (Y). 

Pengaruh  korban  (nasabah)  terhadap  penerapan  restorative  justice 

menunjukkan nilai path coefficient sebesar 0,247 dengan nilai T-Statistic 2,334 

> 1,96 dan P-Values 0,000 < 0,050 yang berarti Hipotesis 1 diterima. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat diartikan bahwa pihak korban (nasabah) 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan restorative 

justice dalam tindak pidana penggelapan dana nasabah di sektor perbankan. 

Dalam selang kepercayaan 95%, pengaruh korban (nasabah) terhadap 

penerapan restorative justice berada dalam rentang 0,002 hingga 0,347 (tidak 

mencakup nol) yang mengonfirmasi bahwa pengaruhnya signifikan sebesar 

24,7%. 
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2. Pengujian Hipotesis 2: Pelaku (X2) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Penerapan Restorative Justice (Y). 
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Pengaruh pelaku terhadap penerapan restorative justice menunjukkan nilai 

path coefficient sebesar 0,350 dengan nilai T-Statistic 3,745 > 1,96 dan 

PValues 0,000 < 0,050 yang berarti Hipotesis 2 diterima. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat diartikan bahwa pihak pelaku memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap penerapan restorative justice dalam tindak pidana penggelapan 

dana nasabah di sektor perbankan. Dalam selang kepercayaan 95%, pengaruh korban 

(nasabah) terhadap penerapan restorative justice berada dalam rentang 0,197 hingga 

0,513 (tidak mencakup nol) yang mengonfirmasi bahwa pengaruhnya signifikan sebesar 

35,0%. 

3. Pengujian Hipotesis 3: Penegak Hukum (X3) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Penerapan Restorative Justice (Y). 

Pengaruh aparat penegak hukum terhadap penerapan restorative justice 

menunjukkan nilai path coefficient sebesar 0,206 dengan nilai T-Statistic 2,435 

> 1,96 dan P-Values 0,000 < 0,050 yang berarti Hipotesis 3 diterima. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat diartikan bahwa pihak aparat penegak hukum 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan restorative 

justice dalam tindak pidana penggelapan dana nasabah di sektor perbankan. 

Dalam selang kepercayaan 95%, pengaruh korban (nasabah) terhadap 

penerapan restorative justice berada dalam rentang 0,055 hingga 0,345 (tidak 

mencakup nol) yang mengonfirmasi bahwa pengaruhnya signifikan sebesar 

20,6%. 

4. Pengujian Hipotesis 4: Institusi Perbankan (X4) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Penerapan Restorative Justice (Y). 

Pengaruh  institusi  perbankan  terhadap  penerapan  restorative  justice 

menunjukkan nilai path coefficient sebesar 0,195 dengan nilai T-Statistic 1,974 

> 1,96 dan P-Values 0,000 < 0,050 yang berarti Hipotesis 4 diterima. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat diartikan bahwa pihak institusi perbankan 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan restorative 

justice dalam tindak pidana penggelapan dana nasabah di sektor perbankan. 

Dalam selang kepercayaan 95%, pengaruh korban (nasabah) terhadap 
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penerapan restorative justice berada dalam rentang 0,034 hingga 0,371 (tidak mencakup 

nol) yang mengonfirmasi bahwa pengaruhnya signifikan sebesar 19,5%. 

5. Pengujian Hipotesis 4: Tokoh Masyarakat (X5) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Penerapan Restorative Justice (Y). 

Pengaruh  tokoh  masyarakat  terhadap  penerapan  restorative  justice 

menunjukkan nilai path coefficient sebesar 0,367 dengan nilai T-Statistic 4,600 

> 1,96 dan P-Values 0,000 < 0,050 yang berarti Hipotesis 5 diterima. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat diartikan bahwa pihak tokoh masyarakat 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan restorative 

justice dalam tindak pidana penggelapan dana nasabah di sektor perbankan. 

Dalam selang kepercayaan 95%, pengaruh korban (nasabah) terhadap 

penerapan restorative justice berada dalam rentang 0,177 hingga 0,479 (tidak 

mencakup nol) yang mengonfirmasi bahwa pengaruhnya signifikan sebesar 

36,7%. 

 

Uji R Square 

Pengujian model structural atau Inner model dilakukan untuk melihat hubungan nilai 

signifikansi dan R-Square dari model. Model structural dievaluasi dengan RSquare untuk 

konstruk dependen secara signifikan dari koefisien parameter jalur structural yang 

berguna untuk memprediksi apakah model dapat dikatakan baik atau buruk. Nilai R2 

berada dalam rentang 0 sampai dengan 1, dimana semakin tinggi nilai semakin tinggi nilai 

akurasi prediksi model yang diperoleh dengan kriteria 0,75 tinggi, 0,5 sedang dan 0,25 

rendah. 

Berikut merupakan hasil pengujian R-Square dalam model restorative justice dalam tindak 

pidana penggelapan dana nasabah pada sektor perbankan. R-Square 

Variabel R-Square R Square Adjusted 

Kesiapan Kerja 0,760 0,737 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai R-Square (R²) untuk variabel 

penerapan restorative justice sebesar 0,760. Nilai ini tergolong kategori sedang 

(moderat). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh 
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variabel korban (nasabah), pelaku, aparat penegak hukum, institusi perbankan, dan tokoh 

masyarakat terhadap penerapan restorative justice sebesar 76,0%. Sementara sisanya 

24,0% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel model restorative justice dalam tindak 

pidana penggelapan dana nasabah pada sektor perbankan. 

 

Uji Q Square 

Q-Square Predict digunakan untuk menilai kemampuan prediksi out of sample 

dalam model PLS-SEM, berbeda dengan Q² (redundancy measure) yang 

mengevaluasi relevansi prediksi in-sample. Q² Predict dihitung menggunakan 

teknik cross-validation dan memberikan gambaran seberapa baik model dapat 

memprediksi data baru di luar sampel. 

Jika nilai Q² Predict lebih besar dari nol, maka model memiliki kemampuan prediksi yang 

relevan (predictive relevance) untuk variabel endogen. Nilai Q² Predict sebesar 0 

menunjukkan predictive relevance yang rendah, 0,25 moderat, dan 0,50 tinggi. Semakin 

tinggi nilai Q² Predict, semakin kuat kemampuan model dalam memprediksi variabel 

endogen dengan baik. 

Berikut merupakan hasil pengujian Q-Square dalam model restorative justice 

dalam tindak pidana penggelapan dana nasabah pada sektor perbankan. Q-Square 

Predict 

Variabel Q² Predict 

Penerapan Restorative Justice 0,378 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai Q² Predict untuk variabel 

penerapan restorative justice sebesar 0,378 yang menunjukkan model mempunyai 

predictive relevance. Nilai ini tergolong dalam kategori tingkat akurasi prediksi moderat. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap perubahan variabel korban 

(nasabah), pelaku, aparat penegak hukum, institusi perbankan, dan tokoh masyarakat 

mampu memprediksi setiap perubahan-perubahan penerapan restorative justice dalam 

tindak pidana penggelapan dana nasabah pada sektor perbankan. 

BAB IV PENUTUP 
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A. Kesimpulan 

Setelah dilakukannya berbagai tahap dalam penelitian ini baik pengumpulan data, 

pengolahan data, hingga menganalisa hasilnya. Dapat disimpulkan dalam beberapa poin. 

Simpulan tersebut diharapkan dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. 

Adapun kesimpulan mengenai penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Konsep restorative justice merupakan paradigma baru dalam sistem 

peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada pemulihan hubungan 

antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata penghukuman, 

sehingga tujuan akhir win-win solution dapat terwujud. Paradigma ini 

terbukti relevan dalam penyelesaian kasus penggelapan dana nasabah, 

karena mampu memberikan ruang dialog, ganti rugi, dan pemulihan 

kepercayaan antara nasabah dan pihak perbankan. 

 

2. Institusi aparat penegak hukum di Indonesia pada prinsipnya telah 

membuka ruang penerapan restorative justice melalui berbagai regulasi, 

baik dalam KUHAP maupun kebijakan Kejaksaan Agung dan Kepolisian. 

Namun, pada sektor perbankan penerapannya masih terbatas dan 

menghadapi kendala, terutama terkait perlindungan hak-hak nasabah serta 

kepatuhan terhadap regulasi perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

 

3. Hasil analisis dengan SEM-PLS menunjukkan bahwa variabel korban 

(nasabah), pelaku, aparat penegak hukum, institusi perbankan, dan tokoh 

masyarakat memiliki pengaruh positif terhadap keberhasilan konsep 

restorative justice. Hal ini membuktikan bahwa keberhasilan restorative 

justice sangat bergantung pada sinergi multi-pihak dalam menyelesaikan 

perkara penggelapan dana nasabah. 

4. Konsep restorative justice dalam perbankan tidak hanya menyelesaikan 

permasalahan hukum, namun juga berfungsi menjaga stabilitas sistem 

keuangan dan kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan. Dengan 
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demikian, restorative justice dapat menjadi instrumen penting dalam pembaharuan 

hukum acara pidana di Indonesia, khususnya dalam konteks tindak pidana pada sektor 

perbankan. 

 

B. Saran 

Dalam melakukan penelitian pada topik ini tentunya masih terdapat kekurangan di 

dalamnya. Adapun saran yang dapat diberikan untuk perbaikan dan harapan untuk 

penelitian selanjutnya yaitu: 

1. Bagi pembuat kebijakan, perlu adanya regulasi khusus atau pedoman teknis 

yang mengatur penerapan restorative justice pada tindak pidana di sektor 

perbankan, termasuk penggelapan dana, agar pelaksanaannya lebih terarah, 

konsisten, dan memiliki kepastian hukum. 

 

2. Bagi aparat penegak hukum, penting untuk meningkatkan kapasitas dan 

pemahaman terkait mekanisme penerapan konsep restorative justice, 

terutama dalam menyeimbangkan kepentingan korban dan kewajiban 

hukum pelaku, sehingga penerapan restorative justice tidak menimbulkan 

ketidakadilan baru. 

 

3. Bagi institusi perbankan, perlu membangun mekanisme internal berupa 

kebijakan perlindungan nasabah dan resolusi konflik berbasis restorative 

justice, agar penyelesaian kasus penggelapan dana dapat lebih cepat, efisien, 

dan menjaga citra serta kepercayaan masyarakat. 

 

4. Bagi masyarakat dan tokoh masyarakat, perlu diberikan edukasi mengenai 

manfaat restorative justice sebagai sarana penyelesaian konflik hukum, 

sehingga dukungan sosial dapat memperkuat legitimasi penerapan 

restorative justice di sektor perbankan. 

5. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek penelitian 

pada tindak pidana lainnya, seperti pencucian uang atau penipuan 
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perbankan, agar diperoleh gambaran komprehensif tentang efektivitas konsep 

restorative justice dalam sistem hukum pidana Indonesia. 
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Nama Mahasiswa : Dewangga Nara 

Nandana Nomor Induk Mahasiswa 23912010 

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana 

Saat ini saya sedang menyusun tesis dengan judul “Restorative 

Justice dalam Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah di Sektor 

Perbankan”. Untuk keperluan pengumpulan data, saya memohon 

kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk berpartisipasi sebagai 

responden dengan mengisi kuesioner penelitian yang telah saya 

lampirkan. 

Data dan informasi yang diberikan hanya akan digunakan untuk 

kepentingan akademik, dijaga kerahasiaannya, dan tidak akan 

disalahgunakan. 

 

Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i, saya ucapkan 

terima kasih. 

 

Hormat saya, 

Dewangga Nara Nandana 
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I. Daftar Pernyataan 

Petunjuk Pengisian Kuesioner 

Pilih salah satu jawaban yang paling sesuai dengan pendapat 

Bapak/Ibu/Saudara/i dengan memberikan nilai 1-5 pada pernyataan 

yang ada. Berikut adalah kriteria keterangan penilaian dibawah ini: 



77 

 

 

 

 

Kriteria Jawaban Skala 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Netral 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak 
1 

Setuju 

 

Lembar Kuesioner 

1. Pernyataan Pihak Korban (Nasabah) 
 

No Kode Pertanyaan 5 4 3 2 1 

1 KN_1 
Penerapan konsep penerapan restorative justice 
merupakan kepentingan nasabah menjadi prioritas utama; 

     

2 KN_2 
Saya merasa puas dengan penerapan restorative justice 
dalam tidak pidana penggelapan dana; 

     

3 KN_3 
Saya sebagai nasabah dilibatkan secara aktif dalam proses 
penerapan restorative justice; 

     

4 KN_4 
Konsep penerapan restorative justice bertujuan sebagai 
sarana pemulihan kerugian finansial; 

     

5 KN_5 
Penerapan restorative justice akan memberikan 
kepercayaan nasabah terhadap bank menjadi pulih. 

     

 

2. Pernyataan Pihak Pelaku 
 

No Kode Pertanyaan 5 4 3 2 1 

1 PL_1 
Pelaku mengakui kesalahan dalam proses penerapan 

restorative justice; 

     

2 PL_2 
Konsep penerapan restorative justice, berdampak rasa 

itikad baik saya dalam mengganti kerugian; 

     

3 PL_3 
Saya memahami dampak perbuatan setelah proses 

penerapan restorative justice; 

     

4 PL_4 
Dengan konsep Konsep penerapan restorative justice 

memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri; 

     

5 PL_5 
Konsep penerapan restorative justice dapat secara efektif 

mencegah pengulangan. 
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3. Pernyataan Pihak Aparat Penegak Hukum 
 

No Kode Pertanyaan 5 4 3 2 1 

1 PH_1 
Aparat mendukung penerapan konsep restorative justice 
dalam tindak pidana; 

     

2 PH_2 
Aparat dapat berfungsi sebagai mediator yang baik dalam 
penerapan restorative justice; 

     

3 PH_3 
Konsep penerapan restorative justice dapat mengurangi 
beban perkara yang ditangani; 

     

4 PH_4 
Aparat selalu menjaga keadilan dalam proses penerapan 
restorative justice; 

     

5 PH_5 
Konsep penerapan restorative justice dapat meningkatkan 
citra positif aparat. 

     

 

4. Pernyataan Pihak Institusi Perbankan 
 

No Kode Pertanyaan 5 4 3 2 1 

1 IP_1 
Bank berperan penting dalam konsep penerapan restorative 
justice; 

     

2 IP_2 
Konsep penerapan restorative justice dapat memulihkan 
reputasi bank; 

     

3 IP_3 
Konsep penerapan restorative justice mendukung 
pengembalian dana nasabah sebagai korban; 

     

4 IP_4 
Proses penerapan restorative justice Keterlibatannya dapat 
meningkatkan kepercayaan masyarakat; 

     

5 IP_5 
Konsep penerapan restorative justice dapat mendorong 
pengawasan internal. 

     

 

5. Pernyataan Pihak Tokoh Masyarakat 

No Kode Pertanyaan 5 4 3 2 1 

1 TM_1 
Kehadiran tokoh masyarakat sebagai penengah dalam 

proses penerapan restorative justice. 

     

2 TM_2 
Konsep penerapan restorative justice dapat meningkatkan 

kesadaran keadilan pemulihan. 

     

3 TM_3 Konsep penerapan restorative justice dapat memulihkan      

 

  hubungan sosial yang terganggu      

4 TM_4 
Kehadiran tokoh masyarakat dalam penerapan restorative 

justice dapat berfungsi sebagai pemberi legitimasi sosial 

     

5 TM_5 
Kehadiran tokoh masyarakat dalam proses penerapan 

restorative justice untuk meningkatkan kepercayaan publik 
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